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ABSTRAK 
PROSES PENYIDIKAN TERSANGKA TINDAK PIDANA 
TERORISME  
 (Studi Di Polda Sumatera Utara) 
 
HAJANITA SRI WAHYUNI 
NPM : 1306200228 
Tindakan terorisme pada belakang ini lebih sering dilakukan dengan cara 
tindakan peledakan bom yang banyak menelan korban dibanding terorisme 
melalui cara teror psikis, sekalipun kedua tindakan terorisme merupakan tindakan 
yang tidak dapat dibenarkan dan menelan korban. Dalam mengahadapi ancaman 
maupun perang melawan terorisme, pemerintah perlu meningkatkan kewaspadaan 
dengan mengorganisir seluruh kekuatan untuk lebih efektif dan efisiensi, dan 
melakukan peningkatan setiap saat serta secara maksimal. Bukan hanya dalam 
menghadapi ancaman terorisme saja dalam pemerintah harus lebih meningkatkan 
kewaspadaan, tetapi juga penanggulangan dan perlindungan terorganisir dan 
secara maksimal. Salah satunya pada aksi teror yang terjadi di Kota Medan, 
dimana aksi tersebut berupa aksi teror bom bunuh diri yang dilakukan oleh 
seseorang yang bernama Ivan Armadi Hasugian, yang berumur 18 tahun, 
merupakan pelaku tunggal percobaan bom bunuh diri di Gereja  Katolik Stasi 
Santo Yoseph Doktor Mansyur Medan, dalam hal ini pihak kepolisian khususnya 
Kepolisian Daerah Sumatera Utara bersama dengan Polresta Medan dan 
Detasemen Khusus 88 Kepolisian RI melakukan lebih lanjut penanganan teror 
tersebut guna mengetahui motif dari adanya aksi teror yang terjadi di Kota Medan. 
Sebagaimana dalam lingkungan nasional, pihak kepolisian Daerah Sumatera Utara 
dipercaya sebagai penjuru menangani aksi terorisme di Kota Medan. 
Penelitian yang dilakukan adalah penelitian deskriptif dengan metode 
pendekatan hukum normatif (yuridisnormatif) dilakukan dengan cara studi 
kepustakaan. Alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
data berupa studi dokumen dan penelusuran kepustakaan. 
Berdasarkan hasil penelitian dipahami bahwa proses penyidikan terhadap 
tindak pidana terorisme yang terjadi di Medan yaitu dengan melakukan 
pemeriksaan saksi dan tersangka, melakukan penangkapan, penggeledahan, 
penyitaan barang bukti, penyusunan berita acara pemeriksaan, serta melakukan 
gelar perkara baik awal, pertengahan dan akhir yang tujuannya mengkaji bersama 
hasil investigasi tersebut, apakah bukti-bukti dan rangkaiannya cukup kuat atau 
masih lemah.  Adapun kendala penyidikan yaitu terkendala oleh faktor teknis dan 
faktor nonteknis, lebih lanjut penyidik juga mendapati kendala bahwa penyidik 
kesulitan dalam pencarian bukti-bukti awal. Upaya kepolisian dalam mencegah 
terjadinya tindak pidana terorisme yakni dengan upaya yang bersifat represif, 
dimana pihak penyidik tetap melakukan penahanan dan menyita barang bukti 
yang sangat meresahkan masyarakat, serta pihak penyidik juga melakukan 
kegiatan penyuluhan dan  melakukan razia di masyarakat tentang bahayanya 
terorisme. 
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  BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang 
Terorisme merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan dan peradaban 
manusiaan serta merupakan sebuah ancaman serius terhadap kemanusiaan dan 
peradaban manusia serta merupakan ancaman serius terhadap keutuhan dan 
kedaulatan suatu Negara. Terorisme pada saat sekarang bukan saja merupakan 
sesuatu kajahatan lokal atau nasional, tetapi sudah menjadi suatu kejahatan yang 
bersifat internasional, banyak menimbulkan ancaman atau bahaya terhadap 
keamanan, perdamaian dan sangat merugikan kesejahteraan masyarakat dan 
bangsa. Tindakan terorisme merupakan yang terencana, terorganisir dan berlaku 
dimana saja dan kepada siapa saja, tindakan teror bisa dilakukan dengan berbagai 
macam cara sesuai kehendak yang melakukan, yakni teror yang berakibat 
fisik/non fisik (psikis). Akibat dari tindakan teror, kondisi  korban terror 
mengakibatkan orang tau sekelompok orang menjadi merasa tidak aman dan 
dalam kondisi takut (traumatis), bahkan dapat berdampak/berakibat luas. 
Terorisme berkembang sejak berabad lampau, ditandai dengan bentuk 
kejahatan murni berupa pembunuhan dan ancaman yang bertujuan untuk 
mencapai tujuan tertentu. Perkembangannya bermula dalam bentuk fanatisme 
aliran kepercayaan yang kemudian berubah menjadi pembunuhan, baik yang 
dilakukan secara perorangan maupun oleh suatu kelompok terhadap penguasa 
yang dianggap sebagai tiran. Pembunuhan terhadap individu ini sudah dapat 
1 
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dikatakan sebagai bentuk murni dari Terorisme dengan mengacu pada sejarah 
Terorisme modern. Meski istilah Teror dan Terorisme baru mulai populer abad 
ke-18, namun fenomena yang ditujukannya bukanlah baru. Menurut Grant 
Wardlaw dalam buku Political Terrorism (1982), manifestasi Terorisme sistematis 
muncul sebelum Revolusi Perancis, tetapi baru mencolok sejak paruh kedua abad 
ke-19. Dalam suplemen kamus yang dikeluarkan Akademi Perancis tahun 1798, 
terorisme lebih diartikan sebagai sistem rezim teror.1 
Indonesia merupakan salah satu Negara yang dianggap memiliki ancaman 
besar, terutama dengan maraknya kasus terror bom di sejumlah tempat. Setelah 
kepemimpinan Presiden Soeharto berakhir pada Mei 1998, Indonesia memasuki 
periode transisi menjadi salah satu Negara demokratis yang memiliki jumlah 
penduduk yang besar. Fakta tersebut dipertegas setelah terpilihnya pasangan 
Susilo Bambang Yudhoyono dengan Jusup Kalla sebagai Presiden dan Wakil 
Presiden yang terpilih melalui pemilihan umum yang demokratis.   
Aksi-aksi teror yang marak yang terjadi akhir-akhir ini membuat 
keprihatinan banyak pihak, baik masyarakat Nasional dan Internasional. Aksi-aksi 
teror menyebabkan hilangnya rasa aman di tengah-tengah masyarakat, selain itu 
juga menurunkan wibawa pemerintah sebagai badan yang seharusnya 
memberikan perlindungan dan rasa aman di tengah-tengah masyarakat. Indonesia 
merupakan salah satu negara yang dianggap memiliki ancaman besar, pertama 
dengan maraknya aksi teror bom di sejumlah tempat.  
                                                             
1 “Terorisme”, melalui http://budisulistya12.blogspot.co.id, diakses pada tanggal 14 
Januari 2017. 
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Banyaknya pelaku dan kader teror yang belum terungkap dan tertangkap, 
latihan, organisasi, dan kemajuan penggunaan teknologi serta pemikiran radikal 
yang sejalan dengan terorisme semakin luas berkembang di masyarakat. 
Kekhuatiran ini diperbesar lagi dengan adanya kemungkinan penggunaan senjata 
pemusnah misal Weapon Of Mass Destruction (WMD) dan ancaman 
bioterorisme, adanya transnational crime (money laundry, drugs trafficking in 
person, illegal guns trafficking, cybercrime) serta maraknya bajak laut. Kondisi 
ini mengindikasikan bahwa cepat atau lambat ancaman terorisme tetap besar dan 
membahayakan keamanan nasional dan ketertiban masyarakat.2 
Tindakan terorisme pada belakang ini lebih sering dilakukan dengan cara 
tindakan peledakan bom yang banyak menelan korban dibanding terorisme 
melalui cara teror psikis, sekalipun kedua tindakan terorisme merupakan tindakan 
yang tidak dapat dibenarkan dan menelan korban. Dalam mengahadapi ancaman 
maupun perang melawan terorisme, pemerintah perlu meningkatkan kewaspadaan 
dengan mengorganisir seluruh kekuatan untuk lebih efektif dan efisiensi, dan 
melakukan peningkatan setiap saat serta secara maksimal. Bukan hanya dalam 
menghadapi ancaman terorisme saja dalam pemerintah harus lebih meningkatkan 
kewaspadaan, tetapi juga penanggulangan dan perlindungan terorganisir dan 
secara maksimal. 
Akhir-akhir ini, aksi teror sering terjadi khususnya di Kota Medan, yang 
salah satunya pada aksi teror bom bunuh diri yang dilakukan oleh seseorang yang 
bernama Ivan Armadi Hasugian, yang berumur 18 tahun, merupakan pelaku 
                                                             
2 Marthen Luther Djari. 2013. Terorisme Dan TNI. Jakarta Timur: CMB PRESS, halaman 
ix-x. 
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tunggal percobaan bom bunuh diri di Gereja  Katolik Stasi Santo Yoseph Doktor 
Mansyur Medan, dalam hal ini pihak Kepolisian Daerah Sumatera Utara bersama 
dengan Polresta Medan dan Detasemen Khusus 88 Kepolisian RI melakukan lebih 
lanjut penanganan teror tersebut guna mengetahui motif dari adanya aksi teror 
yang terjadi di Kota Medan. Seperti halnya yang dikatakan oleh Kepala 
Penerangan Masyarakat Polda Sumatera Utara Ajun Komisaris Besar Mangantar 
Perdamean Nainggolan mengatakan penyidik telah memeriksa sembilan saksi, 
terdiri atas korban Pastor Alberth Pandiangan, empat anggota jemaat gereja, dan 
empat anggota keluarga Ivan Armadi, yakni ayah, ibu dan dua kakaknya.3 
Berdasarkan hal tersebut, atas tindakan yang dilakukan oleh pelaku, pihak 
penyidik hingga saat ini menetapkan pelaku dengan Pasal 6 dan Pasal 7 Undang-
Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana 
Teroris juncto Pasal 53 KUHP subsider Pasal 1 ayat 1 UU Darurat Nomor 12 
Tahun 1951 subsider Pasal 340 juncto Pasal 53 KUHP subsider Pasal 338 KUHP 
juncto Pasal 53 subsider Pasal 351 ayat 1 KUHP subsider Pasal 335 ayat 1 KUHP. 
Sebagaimana dalam lingkungan nasional, pihak kepolisian Daerah Sumatera Utara 
dipercaya sebagai penjuru menangani aksi terorisme di Kota Medan.  
Berdasarkan uraian latar belakang diatas penulis tertarik untuk melakukan 
suatu penelitian yang selanjutnya disusun sebagai skripsi dengan judul “Proses 
Penyidikan Tersangka Tindak Pidana  Terorisme (Studi Di Polda Sumatera 
Utara)” 
                                                             
3 “Pelaku Percobaan Bom Bunuh Diri Di Medan Dijerat UU Terorisme”, melalui 
https://nasional.tempo.co, diakses pada tanggal 14 Januari 2017. 
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1. Rumusan Masalah 
Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka dalam 
penelitian ini dirumuskan masalahnya, sebagai berikut:  
a. Bagaimana proses penyidikan terhadap tindak pidana terorisme yang terjadi 
khususnya di Medan? 
b. Apa kendala kepolisian dalam penyidikan tindak pidana terorisme 
khususnya di Medan? 
c. Bagaimana upaya kepolisian dalam mencegah terjadinya tindak pidana 
terorisme khususunya di Medan? 
2. Manfaat Penelitian 
Adapun manfaat dari hasil penulisan ini adalah sebagai berikut: 
a. Secara teoritis 
Secara teoritis penelitian diharapkan memberikan kontribusi yang 
positif dalam perkembangan ilmu hukum dan menambah ilmu pengetahuan 
bagi penulis dan masyarakat umum, serta sebagai sarana untuk mengetahui 
bagaimana peranan polisi dalam menanggulangi Tindak Pidana Terorisme 
di Medan.  
b. Secara praktis 
1) Bagi masyarakat, diharapkan penelitian ini dapat memberikan informasi 
dan perkembangan hukum yang mengatur tentang tindak pidana 
terorisme di indonesia. 
2) Bagi kalangan akademisi, diharapkan penelitian ini dapat dijadikan 
referensi untuk melakukan penelitian lanjutan dalam topik permasalahan 
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yang sama maupun permasalahan yang memiliki keterkaitan dengan apa 
yang peneliti kaji pada penelitian ini. 
 
B. Tujuan Penelitian 
Adapun yang menjadi tujuan utama dalam penulisan ini adalah: 
1. Untuk mengetahui proses penyidikan terhadap tindak pidana terorisme 
khususnya di Medan. 
2. Untuk mengetahui kendala kepolisian dalam penyidikan tindak pidana 
terorisme khususnya di Medan. 
3. Untuk mengetahui upaya kepolisian dalam mencegah terjadinya tindak 
pidana terorisme khususnya di Medan. 
 
C. Metode Penelitian 
Metode yang diterapkan dalam suatu penelitian adalah kunci utama untuk 
menilai baik buruknya suatu penelitian. Agar mendapatkan hasil yang maksimal, 
maka diupayakan pengumpulan data yang baik dan layak. Untuk dilakukan 
penelitian yang meliputi: 
1. Sifat Penelitian 
Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif yang bertujuan untuk 
mengetahui dan menggambarkan keadaan sesuatu mengenai apa dan 
bagaimana keberadaan norma hukum dan bekerjanya norma hukum pada 
masyarakat.4 Dalam penelitian deskriptif ini bertujuan untuk memberikan 
gambaran secara jelas tentang proses penyidikan yang dilakukan polda 
                                                             
4 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. 2014. Buku Pedoman 
Penulisan Skripsi. UMSU: Medan, halaman 4. 
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sumatera utara pada tersangka yang diduga sebagai tersangka tindak pidana 
teroris di Medan. Materi penelitian ini adalah pengamatan yang memfokuskan 
masalah pada proses penyidikan yang dilakukan oleh polda sumatera utara 
pada tersangka tindak pidana teroris di Medan. 
2. Sumber Data   
Data yang digunakan dalam penelitian hukum normatif ini adalah data 
sekunder yaitu data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan narasumber. 
Adapun data sekunder tersebut terdiri dari: 
a. Bahan hukum primer, yang berkaitan dengan tindak pidana terorisme di 
Indonesia. Berupa norma hukum peraturan perundang-undangan yaitu: 
UUD 1945 Tentang Pertahanan dan Keamanan, Kitab Undang-Undang 
Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana 
(KUHAP), Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan 
Peraturan Pemerintah Penngganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 
Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Undang-Undang Nomor 
16 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 
2 Tahun 2002 Tentang Pemberlakuan Peraturan Pemerintah Pengganti 
Undang-Undang No. 1 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, 
Undang-Undang No. 39 Tahun 2002 Tentang Hak-Hak Asasi Manusia.  
b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan 
penjelasan mengenai obyek penelitian seperti pendapat hukum, buku-buku 
ilmiah, hasil penelitian ataupun makalah seminar, serta hasil wawancara 
dengan narasumber. 
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c. Bahan hukum tertier, bahan hukum yang menunjang bahan-bahan sekunder 
seperti kamus hukum dan kamus bahasa. 
3. Alat Pengumpul Data 
Bahan dasar penelitian kepustakaan dalam penelitian ini adalah data 
primer dan sekunder. Data primer adalah bahan pustaka yang berisikan 
pengetahuan ilmiah yang baru atau mutakhir, ataupun pengertian baru tentang 
fakta yang diketahui maupun mengenai suatu gagasan (ide).5 Untuk 
memperoleh data primer dan sekunder yang akurat dan relevan dapat 
dipertanggung jawabkan maka penulis menggunakan beberapa teknik dalam 
pengumpulan data karena masing-masing mempunyai kelebihan dan 
kekurangan teknik  pengumpulan data dalam penelitian ini yakni: 
a. Wawancara, yaitu dimana antara penulis dengan responden berhadap-
hadapan melakukan wawancara, dengan peneliti mencatat jawaban 
responden sesuai dengan item yang diperlukan. 
b. Studi dokumentasi berupa berupa buku-buku karya ilmiah, hasil penelitian, 
hasil karya pakar hukum, rancangan undang-undang dan sebagainya. 
4. Analisis Data 
Analisis data menguraikan tentang bagaimana memanfaatkan data yang 
terkumpul untuk dipergunakan dalam memecahkan permasalahan penelitian.6 
Data yang terkumpul akan dianalisa secara yuridis empiris dengan analisis 
kualitatif sebagai data skunder. Dalam menganalisis data menggunakan metode 
analisis data yuridis empiris kualitatif yaitu suatu analisis data memiliki data 
                                                             
5 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2013. Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan 
Singkat. Jakarta: Rajawali Pers, halaman 29. 
6 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Op. Cit., halaman 7. 
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primer yang diproleh dari lapangan selain juga meneliti data skunder dari 
perpustakaan. Adapun tujuan yang hendak dicapai penggunaan metode yuridis 
empiris yang penulis gunakan yaitu mengupayakan suatu penelitian dengan 
cara menggambarkan secara sistematis, aktual dan akurat mengenai fakta dari 
suatu pristiwa serta sifat-sifat tertentu. 
 
D. Definisi Operasional 
Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang 
menggambarkan antara definisi-definisi/konsep khusus yang akan diteliti. Konsep 
merupakan salah satu unsur  konkrit dari teori. Namun demikian, masih 
diperlukan penjabaran lebih lanjut dari konsep ini dengan jalan memberikan 
definisi operasionalnya. Definisi operasional mempunyai tujuan untuk 
mempersempit cakupan makna variable sehingga data yang diambil akan lebih 
terfokus. 
Adapun yang menjadi kerangka konsep dalam penelitian ini adalah 
sebagai berikut:   
1. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal yang diatur 
undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti, sehingga membuat 
terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. 
2. Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, 
berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. 
3. Tindak Pidana adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena 
merupakan pelanggaran terhadap undang-undang Tindak Pidana. 
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4. Terorisme adalah kejahatan terhadap kemanusiaan dan peradaban manusia 
serta merupakan sebuah ancaman serius terhadap keutuhan dan kedaulatan 
suatu Negara. 
 
 
BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
 
A. Tinjauan Umum Tentang Penyidikan    
Pasal 1 ayat (10) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang 
Kepolisian Negara Republik Indonesia, bahwa yang dimaksud dengan penyidikan 
sebagai berikut: 
Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut 
cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta 
mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang 
tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. 
 
Menyidik (opsporing) berarti pemeriksaan permulaan oleh pejabat-pejabat 
yang untuk itu ditunjuk oleh undang-undang segera setelah mereka dengan jalan 
apapun mendengar kabar yang sekadar beralasan, bahwa ada terjadi sesuatu 
pelanggaran hukum.7 
Ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (2) Kitab Undang-
Undang Hukum Acara Pidana, menjelaskan bahwa: “Penyidikan adalah setiap 
tindakan penyidik untuk mencari bukti-bukti yang terdapat menyakinkan atau 
mendukung keyakinan bahwa perbuatan pidana atau perbuatan yang dilarang oleh 
ketentuan pidana itu benar-benar telah terjadi”. 
Pengetahuan dan pengertian penyidikan perlu dinyatakan dengan pasti dan 
jelas, karena hal itu langsung menyinggung dan membatasi hak-hak asasi 
manusia. Kepada Penyidik diberi 10 kewenangan yang dapat melanggar hak-hak 
pribadi seseorang, termasuk pelanggaran HAM (namun tidak termasuk 
                                                             
7 Andi Hamzah. 2008. Hukum Acara Pidana Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika,      
halaman 120. 
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pelanggaran HAM berat). Dalam melaksanakan tugas penyidikan perkara, 
penyidik berwenang melakukan tindakan-tindakan yang berupa alat-alat pemaksa 
tersebut, yang meliputi penangkapan, penahanan, penggeledahan, pensitaan, dan 
pemeriksaan surat-surat. 
Pasal 6 KUHAP, ditegaskan bahwa: 
1. Penyidik adalah: 
a. Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia 
b. Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh 
undang-undang. 
2. Syarat kepangkatan jabatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) akan diatur 
lebih lanjut dalam peraturan pemerintah.8 
Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a karena 
kewajibannya menurut Pasal 7 KUHAP mempunyai wewenang:  
1. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak 
pidana; 
2. Melakukan tindak pertama pada saat ditempat kejadian (TKP); 
3. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri; 
4. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan; 
5. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat (dokumen); 
6. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang; 
7. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; 
8. Mengadakan penghentian penyidikan; 
                                                             
8 C.S.T. Kansil. 2002. Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia. Jakarta: Balai 
Pustaka, halaman 355. 
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9. Mengadakan tindak lain menurut hukum yang bertanggungjawab.9 
Pasal 7 ayat (3) KUHAP ditentukan bahwa: 
Penyidik wajib menjunjung tinggi hukum yang berlaku dalam menerapkan 
penyidikan dan kewenangan tersebut diatas. Hasil penyelidikan dan 
penyidikan wajib dibuatkan berita acara sebagai alat komunikasi penyidik 
dengan Jaksa Penuntut Umum serta aparat penegak hukum lainnya, 
termasuk pengacara.10 
 
Bagian-bagian hukum acara pidana yang menyangkut penyidikan adalah 
sebagai berikut: 
1. Ketentuan tentang alat-alat penyidik; 
2. Ketentuan tentang diketahui terjadinya delik; 
3. Pemeriksaan di tempat kejadian; 
4. Pemanggilan tersangka atau terdakwa; 
5. Penahanan sementara; 
6. Penggeledahan; 
7. Pemeriksaan atau interogasi; 
8. Berita acara (penggeledahan, interogasi, dan pemeriksaan di tempat);  
9. Penyitaan; 
10. Penyampingan perkara; 
11. Pelimpahan perkara kepada penuntut umum dan pengembaliannya kepada 
penyidik untuk disempurnakan.11 
Penyidikan tindak pidana merupakan serangkaian tindakan penyidik dalam 
hal dan menurut tata cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta 
                                                             
9 Ibid., halaman 356. 
10 Chairuddin Ismail. 2007. Kapita Selekta Penegakan Hukum Tindak Pidana Tertentu. 
Jakarta: PTIK  Press, halaman 5. 
11 Andi Hamzah , Op,Cit., halaman 121. 
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mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang suatu tindak 
pidana yang terjadi guna menemukan tersangka. Penyidikan merupakan suatu 
tahap yang terpenting dalam kerangka hukum acara pidana di Indonesia, karena 
dalam tahap ini pihak penyidik berupaya mengungkap fakta-fakta dan bukti-bukti 
atas terjadinya suatu tindak pidana serta menemukan tersangka pelaku tindak 
pidana tersebut.   
Guna dilakukan penyidikan adalah untuk mencari serta mengumpulkan 
bukti-bukti yang pada taraf pertama harus dapat memberikan keyakinan, 
walaupun sifatnya masih sementara, kepada penuntut umum tentang apa yang 
sebenarnya terjadi atau tentang tindak pidana apa yang telah dilakukan serta 
siapakah tersangkanya. Sesuai dengan Pasal 1 butir 2 KUHAP tercantum bahwa 
penyidikan merupakan serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara 
yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti 
yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana dan guna 
menemukan tersangkanya.12 
Fungsi penyidikan ialah mencari dan mengumpulkan fakta sebanyak-
banyaknya untuk mencapai kebenaran materiil, dan juga untuk lebih memperkuat 
bahwa sebuah tindakan pidana benar-benar dilakukan atau tidak. Pencapaian 
kebenaran materiil yang di maksud dalam pemeriksaan perkara pidana adalah 
bukanlah kebenaran mutlak, sebab segala apa yang terjadi (apabila jangka 
waktunya sudah lama), maka tidak mungkin kebenaran itu dapat dibuktikan 
dengan selengkap-lengkapnya. Namun yang dapat diartikan disini adalah 
                                                             
12 Djoko Prakoso. 1985. Eksistensi Jaksa di Tengah-Tengah Masyarakat. Jakarta: Ghalia 
Indonesia, halaman 48. 
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kenyataan yang sebenar-benarnya. Tujuan pertama-tama dalam rangka penyidikan 
adalah mengumpulkan sebanyak mungkin keterangan, hal ikhwal, bukti dan fakta-
fakta yang benar mengenai peristiwa yang terjadi. Berdasarkan atas fakta ini 
kemudian dicoba membuat gambaran kembali apa yang terjadi. Fakta-fakta yang 
masih kurang dicari untuk dilengkapi sehingga gambaran peristiwa yang telah 
terjadi tersebut akhirnya menjadi lengkap. 
Berdasarkan rumusan tersebut, unsur-unsur yang terkandung dalam 
pengertian penyidikan adalah: 
1. Penyidikan merupakan serangkaian tindakan yang mengandung tindakan-
tindakan yang antara satu dengan yang lain saling berhubungan;  
2. Penyidikan dilakukan oleh pejabat publik yang disebut penyidik;  
3. Penyidikan dilakukan dengan berdasarkan peraturan perundang-undangan.  
4. Tujuan penyidikan ialah mencari dan mengumpulkan bukti, yang dengan bukti 
itu membuat terang tindak pidana yang terjadi, dan menemukan tersangkanya. 
Berdasarkan keempat unsur tersebut dapat disimpulkan bahwa sebelum 
dilakukan penyidikan, telah diketahui adanya tindak pidana tetapi tindak pidana 
itu belum terang dan belum diketahui siapa yang melakukannya. Adanya tindak 
pidana yang belum terang itu diketahui dari penyelidikannya. 
Penyidik yang bertugas dalam bidang penyidikan dikenal dengan pejabat 
penyidik sedang bertugas dalam penuntutan adalah jaksa/penuntut umum. 
Penyidikan merupakan tugas pokok Kepolisian sedang penuntutan merupakan 
tugas pokok kejaksaan. Namun harus diingat bahwa dalam penuntutan ini harus 
diberi pengertian yang luas dalam arti meliputi bukan saja yang berwujud 
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tindakan jaksa menyerahkan perkara dan menuntutnya ke sidang pengadilan untuk 
diperiksa dan diadili, akan tetapi termasuk juga di dalamnya segala tindakan-
tindakan yang menyangkut pengumpulan bukti-bukti sebelumnya untuk persiapan 
dan penyempurnaan tuntutannya. Dengan demikian jaksa juga mempunyai 
wewenang untuk memberi petunjuk mengawasai dan mengkoordinir alat-alat 
penyidik, jika dianggap perlu. 
Tindakan penyidikan, titik berat tekanannya diletakkan pada tindakan 
“mencari serta mengumpulkan bukti” supaya tindak pidana yang ditemukan dapat 
menjadi terang, serta agar dapat menemukan dan menentukan pelakunya.13 
Berdasarkan hal tersebut, dijelaskan bahwa proses penyidikan terdiri dari 
uraian sebagai berikut: 
1. Penyelidikan  
Pasal 1 angka (5) KUHAP yang dimaksud dengan penyelidikan adalah 
serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu 
peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau 
tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur undang-undang ini.14 
Dalam melakukan penyelidikan, penyelidik mempunyai wewenang:  
a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak 
pidana.  
b. Mencari keterangan dan alat bukti.  
c. Menyuruh berhenti seseorang yang dicurigai dan memeriksa tanda 
pengenal.  
                                                             
13 M.Yahya Harahap. 2006. Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP; 
Penyidikan dan Penuntutan.Jakarta: Sinar Grafika, halaman 109. 
14 Andi Hamzah, Op. Cit., halaman 119. 
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d. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab (Pasal 5 
ayat (1) huruf a KUHAP).  
2. Penindakan  
Penindakan dalam penyidikan dilakukan oleh penyelidik atas perintah 
penyidik. Dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b KUHAP ditentukan sebagai berikut: 
a. Penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan penyitaan  
b. Pemeriksaan dan penyitaan surat.  
c. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang. 
d. Membawa dan menghadapkan seorang pada penyidik.  
3. Penangkapan  
Penangkapan menurut Pasal 1 angka (20) KUHAP adalah suatu 
tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka 
atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau 
penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam 
KUHAP.  
4. Penahanan  
Penahanan menurut Pasal 1 angka (21) KUHAP merupakan 
penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik atau 
penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut 
cara yang diatur dalam KUHAP.  
5. Penggeledahan  
Penggeledahan dapat dilakukan pada rumah atau badan, penggeledahan 
rumah menurut Pasal 1 angka (17) KUHAP adalah tindakan penyidik untuk 
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memasuki rumah tempat tinggal dan tempat tertutup lainnya untuk melakukan 
tindakan pemeriksaan dan atau penyitaan dan atau penangkapan dalam hal dan 
menurut cara yang diatur dalam KUHAP. Penggeledahan badan menurut Pasal 
1 angka (18) KUHAP adalah tindakan penyidik untuk mengadakan 
pemeriksaan badan dan atau pakaian tersangka untuk mencari benda yang 
diduga keras ada pada badannya atau di bawahnya serta untuk disita. 
6. Penyitaan  
Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih 
dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak 
bergerak, berwujud atau tidak berwujud, untuk kepentingan pembuktian dalam 
penyidikan, penuntutan, dan peradilan (Pasal 1 angka (16) KUHAP).  
7. Pemeriksaan Surat  
Berdasarkan Pasal 47 ayat (1) KUHAP, Penyidik mempunyai 
wewenang untuk melakukan pemeriksaan terhadap surat-surat yang dicurigai 
dengan alasan yang kuat mempunyai hubungan dengan perkara pidana yang 
sedang diperiksa. Penyidik juga melakukan pemeriksaan terhadap tersangka, 
saksi yang dianggap perlu diperiksa dengan surat panggilan yang sah dengan 
memperhatikan tenggang waktu yang wajar dari hari diterimanya panggilan 
dengan seorang itu harus memenuhi panggilan tersebut. (Pasal 112 ayat (1) 
KUHAP). Keterangan tersangka dan atau saksi kepada penyidik diberikan 
tanpa adanya tekanan dari siapapun dan atau dalam bentuk apapun (Pasal 117 
ayat (1) KUHAP). Menurut Pasal 120 ayat (1) KUHAP dalam hal penyidik 
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menganggap perlu, ia dapat meminta pendapat orang atau ahli yang memiliki 
keahlian khusus.  
8. Penyelesaian Berkas Perkara  
Penyidik wajib membuat berita acara tentang pelaksanaan tindakan 
penyidikan. Penyidik juga berkewajiban untuk mnyerahkan berkas perkara 
kepada penuntut umum. Penyerahan berkas perkara pada tahap pertama 
penyidik hanya menyerahkan berkas perkara, dalam hal penyidikan sudah 
dianggap selesai, penyidik menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan 
barang bukti kepada penuntut umum (Pasal 8 KUHAP). 
 
B. Tinjauan Umum Tentang Tersangka 
Tersangka menurut Pasal 1 ayat (14) KUHAP, adalah seseorang yang 
karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga 
sebagai pelaku tindak pidana. Dengan demikian, tersangka merupakan seseorang 
yang menjalani pemeriksaan permulaan, dimana salah atau tidaknya seorang 
tersangka harus dilakukan dalam proses peradilan yang jujur dengan 
mengedepankan asas persamaan dihadapan hukum.  
Tersangka dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu sebagai berikut: 
1. Tersangka yang kesalahannya sudah definitif atau dapat dipastikan. Untuk 
tersangka tipe I ini, maka pemeriksaan dilakukan untuk memperoleh 
pengakuan tersangka serta pembuktian yang menunjukkan kesalahan tersangka 
selengkap-lengkapnya diperoleh dari fakta dan data yang dikemukakan di 
depan sidang pengadilan.  
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2. Tersangka yang kesalahannya belum pasti. Untuk tersangka tipe II ini, maka 
pemeriksaan dilakukan secara hati-hati melalui metode yang efektif untuk 
dapat menarik keyakinan kesalahan tersangka, sehingga dapat dihindari 
kekeliruan dalam menetapkan salah atau tidaknya seseorang yang diduga 
melakukan perbuatan pidana. 
Definisi tersangka dengan rumusan yang sama diatur pula dalam ketentuan 
Pasal 1 angka 10 Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen 
Penyidikan Tindak Pidana (Perkap No. 14 Tahun 2012). Bukti Permulaan 
sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 14 KUHAP tidak secara spesifik diatur 
dalam KUHAP. Definisi itu justru diatur dalam Pasal 1 angka 21 Perkap No. 14 
Tahun 2012 yaitu: “Bukti Permulaan adalah alat bukti berupa Laporan Polisi dan 
1 (satu) alat bukti yang sah, yang digunakan untuk menduga bahwa seseorang 
telah melakukan tindak pidana sebagai dasar untuk dapat dilakukan 
penangkapan”. 
Berdasarkan hal tersebut, jadi dapat diterangkan bahwa berdasarkan dari 
adanya laporan polisi dan satu alat bukti yang sah, maka seseorang dapat 
ditetapkan sebagai tersangka serta dapat dilakukan tindakan upaya paksa yang 
berupa penangkapan kepadanya. KUHAP memang tidak menjelaskan lebih lanjut 
tentang batasan definisi “bukti permulaan”, namun KUHAP secara jelas mengatur 
tentang alat bukti yang sah di dalam ketentuan Pasal 184 KUHAP yaitu meliputi: 
(1) keterangan saksi, (2) keterangan ahli, (3) surat, (4) petunjuk, (5) keterangan 
terdakwa. Sehingga berdasarkan hal tersebut, dalam proses penyidikan hanya 
dimungkinkan untuk memperoleh alat bukti yang sah berupa diantaranya 
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keterangan saksi, keterangan ahli dan surat. Sementara, alat bukti berupa petunjuk 
diperoleh dari penilaian hakim setelah melakukan pemeriksaan di dalam 
persidangan, dan alat bukti berupa keterangan terdakwa diperoleh ketika seorang 
terdakwa di dalam persidangan, sebagaimana hal tersebut jelas diatur di dalam 
ketentuan Pasal 188 ayat (3) KUHAP dan ketentuan Pasal 189 ayat (1) KUHAP.  
Berdasarkan hal tersebut, apabila di dalam suatu proses penyidikan 
terdapat laporan polisi dan satu alat bukti yang sah maka seseorang dapat 
ditetapkan sebagai tersangka, dan alat bukti yang sah yang dimaksud tersebut 
dapat berupa keterangan saksi, keterangan ahli dan surat. Selain itu, perlu 
ditekankan jika keterangan saksi  yang dimaksud sebagai alat bukti yang sah 
tidak terlepas dari ketentuan Pasal 185 ayat (2) dan ayat (3) KUHAP serta asas 
unus testis nullus testis. Yang dimaksud Unus Testis Nullus Testis (satu saksi 
bukanlah saksi) yaitu asas yang menolak kesaksian dari satu orang saksi saja. 
Prinsip ini secara tegas dianut oleh KUHAP dalam pembuktian Pasal 185 ayat (2). 
Berdasarkan hal tersebut, sehubungan dengan adanya penetapan seseorang 
sebagai tersangka, maka tidak kalah pentingnya harus juga diperhatikan mengenai 
hak-hak tersangka dalam suatu perkara tindak pidana, yang diatur dalam Bab VI 
Pasal 50 KUHAP sampai dengan Pasal 68 KUHAP. Hak-hak tersangka yang 
dimaksud dapat diuraikan sebagai berikut : 
1. Tersangka berhak segera mendapat pemeriksaan oleh penyidik dan selanjutnya 
dapat diajukan kepada penuntut umum (Pasal 50 angka (1) KUHAP) 
2. Tersangka berhak perkaranya segera dimajukan ke pengadilan oleh penuntut 
umum (Pasal 50 angka (2) KUHAP) 
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3. Tersangka berhak untuk diberitahukan dengan jelas dalam bahasa yang 
dimengerti olehnya tentang apa yang disangkakan kepadanya pada waktu 
pemeriksaan dimulai (Pasal 51 huruf a KUHAP) 
4. Tersangka berhak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik atau 
hakim (Pasal 52 KUHAP) 
5. Tersangka berhak untuk setiap waktu mendapatkan bantuan juru bahasa (Pasal 
53 angka (1) KUHAP) 
6. Tersangka berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih penasihat 
hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan, menurut 
tatacara yang ditentukan dalam undang-undang ini (Pasal 54 KUHAP) 
7. Tersangka berhak memilih sendiri penasihat hukumnya (Pasal 55 KUHAP) 
8. Tersangka berhak mendapatkan bantuan hukum dengan cuma-cuma pada 
semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan (Pasal 56 angka (1) 
KUHAP) 
9. Tersangka dalam dikenakan penahanan berhak menghubungi penasihat 
hukumnya (Pasal 57 angka (1) KUHAP) 
10. Tersangka yang berkebangsaan asing yang dikenakan penahanan berhak 
menghubungi dan berbicara dengan perwakilan negaranya dalam menghadapi 
proses perkaranya (Pasal 57 angka (2) KUHAP) 
11. Tersangka yang dikenakan penahanan berhak menghubungi dan menerima 
kunjungan dokter pribadinya untuk kepentingan kesehatan (Pasal 58 KUHAP) 
12. Tersangka yang dikenakan penahanan berhak diberitahukan tentang penahanan 
atas dirinya oleh pejabat yang berwenang pada semua tingkat pemeriksaan, 
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kepada keluarganya atau orang lain yang serumah atau orang lain yang 
bantuannya dibutuhkan oleh tersangka untuk mendapatkan bantuan hukum atau 
jaminan bagi penangguhannya (Pasal 59 KUHAP) 
13. Tersangka berhak menghubungi dan menerima kunjungan dari pihak yang 
mempunyai hubungan kekeluargaan atau lainnya dengan tersangka guna 
mendapatkan jaminan bagi penangguhan penahanan ataupun untuk usaha 
mendapatkan bantuan hukum (Pasal 60 KUHAP) 
14. Tersangka berhak secara langsung atau dengan perantaraan penasihat 
hukumnya menghubungi dan menerima kunjungan sanak keluarganya dalam 
hal yang tidak ada hubungannya dengan perkara tersangka untuk kepentingan 
pekerjaan atau untuk kepentingan kekeluargaan (Pasal 61 KUHAP) 
15. Tersangka berhak mengirim surat kepada penasihat hukumnya, dan menerima 
surat dari penasihat hukumnya dan sanak keluarganya setiap kali yang 
diperlukan olehnya, untuk keperluan bagi tersangka disediakan alat tulis 
menulis (Pasal 62 angka (1) KUHAP) 
16. Tersangka berhak menghubungi dan menerima kunjungan dari rohaniawan 
(Pasal 63 KUHAP) 
17. Tersangka berhak untuk mengusahakan dan mengajukan saksi dan atau 
seseorang yang memiliki keahlian khusus guna memberikan keterangan yang 
menguntungkan bagi dirinya (Pasal 65 KUHAP) 
18. Tersangka berhak menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi (Pasal 68 KUHAP). 
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C. Tinjauan Umum Tentang Terorisme 
Pemaparan definisi terorisme ini dilakukan agar diperoleh batasan yang 
jelas terhadap makna terorisme, walaupun memang definisi tentang terorisme 
belum mencapai kesepakatan yang bulat dari semua pihak karena di samping 
banyak elemen terkait juga dikarenakan semua pihak berkepentingan melihat atau 
menterjemahkan permasalaha (term of terorism) dari sudut pandang kepentingan 
masing-masing.  
Berdasarkan hal tersebut, menurut J. Bowyer Bell, terorisme adalah 
“sebagai senjata kaum lemah, tapi senjata yang ampuh untuk mempengaruhi pihak 
lain yang kuat”, sedangkan David Fromkin lebih meninjau dari sisi target dan 
sarana, terorisme adalah sutau upaya mempengaruhi pihak lain dengan 
mengandalkan perubahan psikologis pihak lain”. Terorisme terjebak dalam aksi 
kekerasan dan sadisme. Keterjebakan itulah menjadikan aksinya menjadi crime 
secara universal, sehingga tujuan luhur kemudian menjadi pudar karena 
kurangnya tranparansi.15  
Terminologi hukum pidana mendefinisikan terorisme adalah penggunaan 
kekerasan, kebiadaban, keganasan yang dilakukan oleh orang, atau golongan 
orang, untuk menimbulkan ketakutan orang lain demi mencapai tujuan.16 
Terorisme merupakan serangan-serangan terkoordinasi yang bertujuan 
membangkitkan perasaan teror terhadap sekelompok masyarakat. Berbeda dengan 
perang, aksi terorisme tidak tunduk pada tata cara peperangan seperti waktu 
                                                             
15 Mukhsin Rizal, “Terorisme”, melalui http://peradabanaceh2008.blogspot.co.id/, 
diakses pada tanggal 31 Agustus 2017. 
16 Andi Hamzah. 2008. Terminologi Hukum Pidana. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 162. 
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pelaksanaan yang selalu tiba-tiba dan target korban jiwa yang acak serta seringkali 
merupakan warga sipil. 
Secara etimologi, terorisme dapat dipisahkan menjadi tiga suku kata yang 
memiliki makna berbeda antara satu sama lain. Kata dasar terorisme adalah teror, 
dalam bahasa Inggris disebut dengan kata terror, yakni keganasan, kekalutan yang 
disebuabkank oleh beberapa orang/golongan yang melakukan tindakan biadab. 
Dalam kamus lain disebut bahwa teror adalah perbuatan, pemerintahan, dan 
sebagainya yang sewenang-wenang, bengis, dan sebagainya. Kata yang kedua 
adalah teroris, dalam bahasa Inggris disebut dengan kata terrorist yang berarti 
orang yang melakukan terorisme. Sedangkan kata yang ketiga adalah terorisme 
yang berarti penggunaan kekerasan, kebiadaban, keganasan, yang dilakukan oleh 
orang atau golongan orang untuk menimbulkan ketakutan orang lain demi 
mencapai tujuan.17  
O.C. Kaligis memberikan pendapat bahwa perkataan teror berasal dari 
Bahasa Latin yang disebut dengan kata “terrere” yang dalam Bahasa Inggris 
diterjemahkan dalam perkataan “to fright”, yang dalam Bahasan Indonesia berarti 
menakutkan atau mengerikan. Kamus Webster’s New School and Office 
Dictionary, menyebutkan bahwa teror sebagai kata extreme afraid (ketakutan 
yang amat sangat), one who excites extreme afraid )seorang yang gelisah dalam 
ketakutan yang amat sangat), the ability to cause such afraid (kemampuan 
menimbulkan ketakutan).18  
                                                             
17 Erwin Asmadi. 2012. Pembuktian Tindak Pidana Terorisme (Analisa Putusan 
Pengadilan Pada Kasus Perampokan Bank CIMB Niaga-Medan), Medan: PT. Sofmedia,    
halaman 15. 
18 Ibid., halaman 16. 
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Pada dasarnya istilah “terorisme” merupakan sebuah konsep yang 
memiliki konotasi yang sangat sensitif karena terorisme menyebabkan terjadinya 
pembunuhan dan penyengsaraan terhadap orang-orang yang tidak berdosa. Tidak 
ada negara yang ingin dituduh mendukung terorisme atau menjadi tempat 
perlindungan bagi kelompok-kelompok terorisme. Tidak ada pula negara yang 
mau dituduh tindak pidana terorisme karena menggunakan kekuatan (militer). 
Ada yang mengatakan seseorang bisa disebut teroris sekaligus juga sebagai 
pejuang kebebesan. Hal itu tergantung dari sisi mana memandangnya. Itulah 
sebabnya, sampai saat ini tidak (belum) ada definisi terorisme yang dapat diterima 
secara universal. Masing-masing negara mendefinisikan terorisme menurut 
kepentingan dan keyakinan mereka sendiri untuk mendukung kepentingan 
nasionalnya.19   
Berikut beberapa pengertian terorisme secara umum: 
1. Menurut konvensi PBB tahun 1937, terorisme adalah segala bentuk tindak 
kejahatan yang ditujukan langsung kepada Negara dengan maksud 
menciptakan bentuk teror terhadap orang-orang tertentu atau kelompok orang 
atau masyarakat luas. 
2. US Department of defense tahun 1990. Terorisme adalah perbuatan melawan 
hukum atau tindakan yang mengandung ancaman dengan kekerasan atau 
paksaan terhadap individuatau hak milik untuk memaksa atau mengintimidasi 
pemerintah atau masyarakat dengan tujuan politik, agama, atau ideologi. 
                                                             
19 Mardenis. 2013. Pemberantasan Terorisme; (Politik Internasional Dan Politik Hukum 
Nasional Indonesia). Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, halaman 86. 
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3. TNI-AD, berdasarkan Bujuknik tentang Anti  Teror tahun 2000. Terorisme 
adalah cara berpikir dan bertindak yang menggunakan teror sebagai teknik 
untuk mencapai tujuan. 
4. Menurut Undang-Undang No. 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan 
Pemerintah pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2002 tentang 
Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, menjadi Undang-Undang Tindak 
Pidana Terorisme adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak 
pidana sesuai dengan ketentuan dalam peraturan pemerintah pengganti 
Undang-Undang ini.20 
Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan 
Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2002 tentang 
Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme hanya menyebut segala perbuatan, 
sedangkan perbuatan-perbuatan yang memenuhi unsur-unsur pidana itu terdapat 
dalam Bab III yaitu dari Pasal 6 sampai dengan Pasal 19 Undang-Undang No. 15 
Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang 
No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yaitu 
sebanyak 14 Pasal, namun dalam Bab IV diatur pula Tindak Pidana Terorisme, 
yang berkaitan dengan Tindak Pidana Terorisme yaitu Pasal 20 sampai dengan 
Pasal 24 sebanyak 5 Pasal, sehingga semuanya ada 19 Pasal.  
Berdasarkan uraian di atas hingga saat ini definisi terorisme masih menjadi 
perdebatan meskipun sudah ada ahli  yang merumuskan dan dirumuskan didalam 
peraturan perundang-undangan tetapi masih belum tercapainya kesepakatan 
                                                             
20 Wikipedia, “Definisi Terorisme”, melalui http://id.Wikipedia.org, diakses pada tanggal 
13 Juni 2017.  
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mengenai apa pengertian terorisme tersebut, namun tidak menjadikan terorisme 
dibiarkan bebas dari jangkauan hukum.  
Perbandingan karakteristik kelompok pengguna tindak kekerasan guna 
mencapai tujuannya, sebagaimana dapat disimpulkan ciri-ciri terorisme adalah 
sebagai berikut: 
1. Organsisasi yang baik, berdisiplin tinggi, militan. Organsisasinya merupakan 
kelompok-kelompok kecil, disiplin dan militansi ditanamkan melalui 
indoktrinasi dan latihan yang bertahun-tahun.  
2. Mempunyai tujuan politik, tetapi melakukan perbuatan kriminal untuk 
mencapai tujuan.  
3. Tidak mengindahkan norma-norma yang berlaku, seperti agama, hukum ,dan 
lain-lain.  
4. Memilih sasaran yang menimbulkan efek psikologis yang tinggi untuk 
menimbulkan rasa takut dan mendapatkan publikasi yang luas.21  
Berdasarkan hal tersebut, lebih lanjut diterangkan bahwa karakteristik 
Terorisme dapat ditinjau dari 3 macam pengelompokan yaitu : 
1. Karakteristik Organisasi yang meliputi : organisasi, rekrutmen, pendanaan dan 
hubungan intemasional. Karakteristik operasi yang meliputi : perencanaan, 
waktu, taktik dan kolusi.  
2. Karakteristik Perilaku yang meliputi : motivasi, dedikasi, disiplin, keinginan 
membunuh dan keinginan menyerah hidup-hidup.  
                                                             
21 Erwin Asmadi. Op. Cit., halaman 19. 
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3. Karakteristik Sumber daya yang meliputi : latihan/kemampuan, pengalaman 
perorangan di bidang teknologi, persenjataan, perlengkapan dan transportasi.22  
Berdasarkan hal tersebut, lebih lanjut dijelaksan bahwa terorisme gaya 
baru mengandung beberapa karakteristik. Pertama, adanya maksimalisasi korban 
secara sangat mengerikan. Kedua, keinginan untuk mendapatkan liputan di media 
massa secara internasional secepat mungkin. Ketiga, tidak pernah ada yang 
membuat klaim terhadap terorisme yang sudah dilakukan. Keempat, serangan 
terorisme itu tidak pernah bisa diduga karena sasarannya sama dengan luasnya 
seluruh permukaan bumi. Terorisme gaya baru dapat menyerang apa saja, 
menyerang gereja atau masjid, menghantam pasar atau supermarket, melumat 
kantor pemerintah atau lembaga pendidikan, nightclub, hotel-hotel, bisa 
menyerang perkampungan desa maupun kota, bisa melakukan serangan di jalan 
raya, kereta api, bus, pesawat terbang, kapal, dan lain sebagainya. 
Tindak pidana terorisme merupakan tindak pidana yang unik, karena motif 
dan faktor penyebab dilakukannya tindak pidana ini sangat berbeda dengan motif-
motif dari tindak pidana lain. Terorisme bisa dilakukan dengan berbagai motivasi 
yaitu karena alasan agama, alasan ideologi, alasan untuk memperjuangkan 
kemerdekaan, alasan untuk membebaskan diri dari ketidakadilan, dan karena 
adanya kepentingan. 
Pemicu terorisme adalah pertentangan agama, ideologi, dan etnis serta 
makin melebar jurang pemisah antara si kaya dan si miskin. Disamping itu, 
tersumbatnya komunikasi antara rakyat dengan pemerintah, jumlah penduduk 
                                                             
22 Ibid., 
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yang melonjak tajam, makin panjangnya barisan pengangguran, jumlah generasi 
frustasi yang makin meningkat, munculnya orang-orang kesepian, munculnya 
ideologi fanatisme baru, dan paham separatisme merupakan ladang subur 
beraksinya terorisme. 
Teroris terinspirasi oleh motif yang berbeda. Motif terorisme dapat 
diklasifikasikan menjadi tiga kategori : rasional, psikologi dan budaya yang 
kemudian dapat dijabarkan lebih luas menjadi : 
1. Membebaskan Tanah Air. Pejuang-pejuang Palestina pada 15 Nopember 1988 
memproklamasikan kemerdekaan-nya di Aljazair. Dalam mencapai tujuan 
tersebut pada akhirnya PLO terbagi atas dua front yaitu front Intifada dan 
gerakan radikal garis keras (HAMAS). Bagi negara Israel, PLO bagaimanapun 
bentuknya digolongkan ke dalam kelompok teroris.  
2. Memisahkan diri dari pemerintah yang sah (separatis). IRA (Irish Republica 
Army) dengan segala bentuk kegiatannya dicap sebagai teroris oleh pemerintah 
Inggris.  
3. Sebagai protes sistem sosial yang berlaku. Brigade Merah Italia, yang 
bertujuan untuk membebaskan Italia dari kaum kapitalis multinasionalis, oleh 
pemerintah Italia dimasukkan ke dalam kelompok teroris.  
4. Menyingkirkan musuh-musuh politik. Banyak digunakan Kadafi untuk 
menyingkirkan lawan-lawan politiknya dengan cara mengirirnkan Dead Squad 
untuk membunuh . Yang paling menonjol usaha membunuh bekas PM Libya 
A. Hamid Bakhoush di Mesir yang menggunakan pembunuh-pembunuh 
bayarandari Eropa.  
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Berdasarkan hal tersebut, lebih lanjut dalam hal ini dijelaskan bahwa 
bentuk-bentuk tindak pidana terorisme yang terjadi yakni sebagai berikut: 
1. Bom. Taktik yang sering digunakan oleh kelompok teroris adalah pengeboman 
dalam dekade terakhir ini tercatat 67% dari aksi teror yang dilaksanakan 
berhubungan dengan bom. 
2. Pembajakan. Pembajakan sangat populer dilancarkan oleh kelompok teroris 
selama periode 1960-1970. Pembajakan terhadap kendaraan yang membawa 
bahan makanan adalah taktik yang digunakan oleh kelompok Tupamaros di 
Uruguay untuk mendapatkan kesan Robinhood dan menghancurkan 
propaganda dari pemerintah, tetapi jenis pembajakan yang lebih populer saat 
ini adalah pembajakan pesawat terbang komersil. 
3. Pembunuhan. Pembunuhan adalah bentuk aksi teroris yang tertua dan masih 
digunakan hingga saat ini. Sasaran dari pembunuhan ini seringkali telah 
diramalkan, teroris akan mengklaim bertanggung jawab atas pembunuhan yang 
dilaksanakan. Sasaran dari pembunuhan ini biasanya adalah pejabat 
pemerintah, pengusaha, politisi dan aparat keamanan. Dalam 10 tahun terakhir 
tercatat 246 kasus pembunuhan oleh teroris di seluruh dunia. 
4. Penghadangan. Penghadangan yang telah dipersiapkan jarang sekali gagal. Hal 
ini juga berlaku bagi operasi yang dilaksanakan oleh kelompok teroris. Aksi ini 
biasanya direncanakan secara seksama, dilaksanakan latihan pendahuluan dan 
gladi serta dilaksanakan secara tepat. Dalam bentuk operasi ini waktu dan 
kondisi berpihak kepada kelompok teroris. 
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5. Penculikan. Tidak semua penghadangan ditujukan untuk membunuh. Dalam 
kasus kelompok gerilya Abu Sayaf di Filipina, penghadangan lebih ditujukan 
untuk menculik personil. Penculikan biasanya akan diikuti oleh tuntutan 
tebusan berupa uang, atau tuntutan politik lainnya. 
6. Penyanderaan. Perbedaan antara penculikan dan penyanderaan dalam dunia 
terorisme sangat tipis. Kedua bentuk operasi ini seringkali memiliki pengertian 
yang sama. Penculik biasanya menahan korbannya di tempat yang tersembunyi 
dan tuntut-annya adalah berupa materi dan uang, sedangkan penyanderaan 
berhadapan langsung dengan aparat dengan menahan sandera di tempat umum. 
Tuntutan penyanderaan biasanya lebih dari sekedar materi. Biasanya tuntutan 
politik lebih sering dilemparkan teroris pada kasus penyanderaan ini. 
7. Perampokan. Operasi yang dilaksanakan oleh kelompok teroris adalah sangat 
mahal. Untuk mendanai kegiatan mereka teroris merampok bank atau mobil 
lapis baja yang membawa uang dalam jumlah besar. Perampokan bank juga 
dapat digunakan sebagai ujian bagi program latihan personil baru. 
8. Ancaman/Intimidasi. Merupakan suatu usaha, pekerjaan, kegiatan dan tindakan 
untuk menakut-nakuti atau mengancam dengan menggunakan kekerasan 
terhadap seseorang atau kelompok, di daerah yang dianggap lawan, sehingga 
sasaran terpaksa menuruti kehendak pengancam untuk tujuan dan maksud 
tertentu.23 
 
 
                                                             
23 Ibid., halaman 20-21. 
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BAB III  
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
A. Proses Penyidikan Tersangka Tindak Pidana Terorisme  
Hukum acara pidana yang dipergunakan untuk menangani tindak pidana 
terorisme, pada dasarnya berlaku ketentuan yang tercantum dalam KUHAP 
kecuali undang-undang Pemberantasan tindak Pidana Terorisme sendiri 
menentukan lain atau dengan perkataan lain hukum acara yang dimuat dalam 
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana 
Terorisme adalah hukum acara pidana khusus (lex spesialis). Sebagaimana sifat 
dari hukum itu sendiri bahwa menciptakan suatu sistem yang struktural harus 
diutamakan berfungsinya unsur legalitas yang menjadi dasar peletakan sanksi, 
menghilangkan resiko korban dan lain-lain dari pembatasan formal dalam proses 
hukum pidana dan hukum acara pidana pada dasarnya mengikuti ketentuan yang 
menjadi esensi utama dari ketentuan hukum pidana dan hukum acara pidana 
sebagai penjelasan yang konkrit dari pasal demi pasal yang terdapat dalam kitab 
undang hukum pidana itu sendiri. 
Ketentuan-ketentuan tersebut dikarenakan sifatnya yang proporsional yang 
terdapat dalam hukum pidana dan juga terdapat dalam hukum acara pidana. Itu 
juga disebabkan karena hukum mengenai penanganan terorisme itu sendiri 
sebagai subsistem hukum dan tujuan hukum pidana pada umumnya yang baru 
disosialisasikan. 
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Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak 
Pidana Terorisme memberikan batasan mengenai penyidikan terhadap tindak 
pidana terorisme, yang akan dijelaskan dalam tabel berikut ini: 
Tabel 1: Pasal-Pasal mengenai Penyidikan terhadap Pelaku Tindak Pidana 
Terorisme pada Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang 
Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme 
 
No. UU No. 15 Tahun 2003 tentang Terorisme Penafsiran Pasal 
1. Pasal 9 Menyebutkan : 
“Setiap orang yang secara melawan 
hukum memasukkan ke Indonesia, 
membuat, menerima, mencoba 
memperoleh, menyerahkan atau 
mencoba menyerahkan, menguasai, 
membawa, mempunyai persediaan 
padanya atau mempunyai dalam 
miliknya, menyimpan, mengangkut, 
menyembunyikan, mempergunakan, 
atau mengeluarkan ke dan/ atau dari 
Indonesia sesuatu senjata api, 
amunisi,atau sesuatu bahan peledak 
dan bahan-bahan lainnya yang 
berbahaya dengan maksud untuk 
melakukan tindak pidana terorisme, 
dipidana dengan pidana mati atau 
penjara seumur hidup atau pidana 
penjara paling singkat 3 (tiga) tahun 
dan paling lama 20 (dua puluh) 
tahun”. 
 
Pasal ini menjelaskan bahwa 
seseorang diatur secara hukum 
untuk tidak melakukan tindakan 
terorisme di dalam wilayah hukum 
Indonesia. 
2. Pasal 13, menyebutkan bahwa : 
“Setiap orang yang dengan sengaja 
memberikan bantuan atau 
kemudahan terhadap pelaku tindak 
pidana terorisme, dengan: 
a. Memberikan atau meminjamkan 
uang atau barang atau harta 
kekayaan lainnya kepada pelaku 
tindak pidana terorisme;  
b. Menyembunyikan pelaku tindak 
pidana terorisme;  
c. Menyembunyikan informasi 
Meskipun kelihatan 1 (satu) Pasal, 
tetapi dalam kenyataannya tindak 
pidana terorisme dalam Pasal 13 
ada 2 dalam penelitian yaitu:  
- huruf a : Memberikan atau 
meminjamkan uang atau barang 
atau harta kekayaan lainnya 
kepada pelaku tindak pidana 
terorisme;  
- huruf b : Menyembunyikan 
pelaku tindak pidana terorisme; 
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tentang tindak pidana terorisme; 
atau terorisme, dipidana dengan 
pidana penjara paling singkat 3 
(tiga) tahun dan paling lama 15 
(lima belas) tahun”. 
 
`3. Pasal 25, menyebutkan bahwa: 
(2) Penyidikan, penuntutan, dan 
pemeriksaan di sidang 
pengadilan dalam perkara tindak 
pidana terorisme, dilakukan 
berdasarkan hukum acara yang 
berlaku, kecuali ditentukan lain 
dalam Peraturan Pemerintah 
Pengganti Undang-undang ini.  
(3) Untuk kepentingan penyidikan 
dan penuntutan, penyidik diberi 
wewenang untuk melakukan 
penahanan terhadap tersangka 
paling lama 6 (enam) bulan”. 
 
Ketentuan ini ternyata hukum acara 
pidana masih berlaku, kecuali 
ditentukan lain dalam peraturan 
pemerintah pengganti undang-
undang ini, dengan demikian 
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 
1981 tentang Hukum Acara Pidana 
masih berlaku tetapi ada 
pengecualiannya yaitu untuk 
kepentingan penyidikan dan 
penuntutan, penyidik diberi 
wewenang untuk melakukan 
penahanan terhadap tersangka 
paling lama 6 (enam) bulan.  
 
4. Pasal 28, menyebutkan bahwa: 
“Penyidik dapat melakukan 
penangkapan terhadap setiap orang 
yang diduga keras melakukan tindak 
pidana terorisme berdasarkan bukti 
permulaan yang cukup sebagaimana  
dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) 
untuk paling lama 7 x 24 (tujuh kali 
dua puluh empat) jam”. 
 
Proses penyidikan untuk kasus 
terorisme ini tidak bisa 
dilaksanakan dengan cara-cara 
yang biasa seperti menyidik kasus- 
kasus pidana lainnya. Penyidik 
harus dapat memanfaatkan laporan 
intelijen sebagai salah satu bahan 
yang dapat dijadikan bukti 
permulaan, penerapan masa 
penangkapan dan penahanan yang 
baru, yang semuanya ini sesuai 
dengan UU No. 15 Prp Tahun 
2003. Berdasarkan pasal ini, 
dirasakan kurang memadai bagi 
Penyidik untuk mengungkap 
jaringan skala yang luas baik 
Nasional, Regional, maupun 
jaringan internasionalnya.  
 
5. Pasal 31 ayat (1), menyebutkan: 
“Berdasarkan bukti permulaan yang 
cukup sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 26 ayat (4), penyidik berhak: 
a. membuka, memeriksa, dan 
menyita surat dan kiriman melalui 
Hal pertama yang harus disepakati 
adalah, bahwa penyadapan dalam 
pasal ini adalah penyadapan dalam 
konteks penegakan hukum, bukan  
bagi kepentingan intelijen, sehingga  
mekansime ini harus berdasarkan 
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pos atau jasa pengiriman lainnya 
yang mempunyai hubungan 
dengan perkara tindak pidana 
terorisme yang sedang diperiksa; 
b. menyadap pembicaraan melalui 
telepon atau alat komunikasi lain 
yang diduga digunakan untuk 
mempersiapkan, merencanakan, 
dan melakukan tindak pidana 
terorisme”.  
 
prinsip-prinsip dasar fair trial. 
Penyadapan harus dilakukan 
dengan surat perintah yang 
diberikan oleh hakim karena 
merupakan bagian dari upaya 
paksa. Sehingga hasil penya dapan 
tersebut dapat dijadikan sebagai 
salah satu alat bukti di pengadilan.  
 
Sumber :  Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak 
Pidana Terorisme. 
  
Penyidikan terhadap tindak pidana terorisme merupakan tahap awal dari 
proses penegakan hukum pidana atau bekerjanya mekanisme sistem peradilan 
pidana. Penyidikan tindak pidana terorisme merupakan kegiatan pemeriksaan 
pendahuluan/awal (vooronderzoek) yang seyogyanya di titik beratkan pada upaya 
pencarian atau pengumpulan “bukti faktual” penangkapan dan penggeledahan, 
bahkan jika perlu dapat di ikuti dengan tindakan penahanan terhadap tersangka 
dan penyitaan terhadap barang atau bahan yang diduga erat kaitannya dengan 
tindak pidana terorisme tersebut. 
Pemahaman tentang penyidikan tindak pidana terorisme upaya untuk 
mencari dan mengungkap keterangan atau informasi tentang peristiwa diduga 
sebagai tindak pidana yang diduga dilakukan oleh seseorang yang belum 
diketahui identitas pelakunya. Informasi yang dibutuhkan mengungkap 
pelanggaran hukum itu antara lain Korbannya siapa, serta bagaimana caranya 
pelaku yang belum diketahui identitasnya melakukan dugaan tindak kejahatan.24 
                                                             
24 Hartono. 2010. Penyidikan & Penegakan Hukum Pidana. Jakarta: Sinar Grafika, 
halaman 34. 
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Berdasarkan hal tersebut, terlbih dahulu proses penyidikan terhadap tindak 
pidana terorisme akan di jelaskan dengan skema sebagai sebagai berikut: 
Skema 1: Proses Penyidikan Tindak Pidana Terorisme 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
Tindak Pidana Terorisme 
Pemberkasan Lanjutan 
Pernyataan dan Catatan Pemeriksaan TKP 
Penyelidikan 
Di laporkan oleh Masyarakat 
Identifikasi 
Bukti Fisik 
Pelimpahan Berkas Perkara Ke Penuntut Umum 
Persidangan 
Penyidikan 
Upaya Paksa 
Penangkapan Penggeledahan Penahanan 
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1. Penyelidikan  
Penyelidikan merupakan salah satu cara atau metode atau sub dari pada 
fungsi penyidikan yang mendahului tindakan lain, yaitu penindakan berupa 
penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat, 
pemanggilan, tindakan pemeriksaan, dan penyerahan berkas kepada penuntut 
umum. Fungsi dan wewenang dari penyelidik tidak diatur dalam Undang-
Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana 
Terorisme, sehingga baik fungsi maupun wewenangnya tunduk terhadap 
pengaturan yang diatur dalam KUHAP, adapun fungsi dan wewenang dari 
penyelidik diatur dalam pasal 5 KUHAP, yaitu terkait menerima laporan atau 
pengaduan, mencari keterangan dan barang bukti, menyuruh berhenti orang 
yang dicurigai, serta melakukan tindakan lain menurut hakim. 
Penyelidikan dalam kasus terorisme berarti serangkaian tindakan 
mencari dan menemukan sesuatu keadaan atau peristiwa yang berhubungan 
dengan terorisme atau yang diduga sebagai terorisme, dilakukan untuk 
melakukan penyelidik, apakah terhadap peristiwa yang ditemukan itu dapat 
dilakukan “penyelidikan”atau tidak. Penyelidikan itu dapat disebut pula 
“pengusutan”, yakni merupakan usaha mencari menemukan jejak berupa 
keterangan dan bukti-bukti sesuatu peristiwa yang diduga sebagai 
terorisme/aksi terorisme. 
Berikut ini beberapa cara untuk menemukan dan membongkar peristiwa 
pelanggaran hukum yang sesungguhnya, antara lain sebagai berikut: 
a. Jam berapa dugaan tindak pidana atau kejahatan itu dilakukan atau terjadi; 
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b. Waktu harus diartikan sebagai bentuk pengawasan dan penelitian terhadap 
dugaan tindak pidana; 
c. Dengan alat apa, dengan cara bagaimana atau perantara apa dugaan 
kejahatan itu dilakukan; 
d. Apa kerugian yang terjadi atau ditimbulkan (kejiwaan atau kebendaan) 
akibat dugaan tindak pidana atau kejahatan itu; 
e. Adakah hukum atau perturan perudang-undangan yang dilanggar oleh yang 
diduga melakukan tindak pidana itu; 
f. Adakah sebab-sebab lain terhadap dugaan tindak pidana itu; 
g. Adakah dokumen-dokumen tertulis yang terkait secara langsung ataupun 
tidak langsung terhadap dugaan tindak pidana itu.25 
Berdasarkan dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang 
Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, tidak diatur secara khusus mengenai 
siapa yang berwenang untuk melakukan penyelidikan dan dalam undang-
undang ini juga memuat ketentuan khusus tentang perlindungan terhadap hak 
asasi tersangka/terdakwa yang disebut safeguarding rules.  
Ketentuan tersebut antara lain memperkenalkan lembaga hukum baru 
dalam hukum acara pidana yang disebut dengan hearing dan berfungsi sebagai 
lembaga yang melakukan legal audit terhadap seluruh dokumen atau laporan 
intelijen yang disampaikan oleh penyelidik atau menetapkan diteruskan atau 
tidaknya suatu penyidikan atas dugaan adanya tindak pidana terorisme. 
 
                                                             
25 Ibid., halaman 35. 
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2. Penyidikan  
Undang-Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 terdapat ketentuan 
dengan pengaturan secara khusus terkait penyidikan jika dibandingkan dalam 
KUHAP. Hal ini terlihat dalam Pasal 25 ayat (1)  Undang-Undang Nomor 15 
Tahun 2003 sebagai berikut: ”Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan 
disidang pengadilan dalam perkara tindak pidana terorisme, dilakukan 
berdasarkan hokum acara yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalalm 
peraturan pemerintah pengganti undang-undang ini". 
Berdasarkan dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003, tidak 
diatur secara khusus mengenai siapa yang berwenang melakukan penyidikan 
sehingga ketentuan menegenai yang berhak menjadi penyidik mengikuti 
ketentuan yang diatur dalam KUHAP.  
3. Upaya Paksa: Penangkapan, Penggeledahan, dan Penahanan. 
Upaya paksa adalah bentuk upaya yang dilakukan oleh penyidik dalam 
mencari dan mengumpulkan bukti untuk membuat terang suatu tindak pidana 
yang terjadi sekaligus menemukan siapa tersangkanya dan menemukan bukti-
bukti terhadap hasil dari upaya paksa tersebut. Upaya paksa dalam hal ini 
terkadang mengurangi kemerdekaan seseorang serta mengganggu kebebasan 
seseorang. Adapun upaya paksa dijelaskan lebih lanjut sebagai berikut: 
a. Penangkapan 
Salah satu tindakan yang mungkin tidak bisa dihindarkan sebagai 
langkah permulaan dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan ataupun 
mengadili adalah “penangkapan”. Pengertian penangkapan ditinjau dari 
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etimologi berasal dari kata tangkap. Kata tangkap menurut pendapat Sutan 
Mohammad Zain adalah memegang suatu yang bergerak cepat, lepas, jadi 
penangkapan adalah perbuatan mengangkap. 
Pengertian penangkapan juga dapat dijumpai pada Pasal 1 butir 20 
KUHP: 
Penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan 
sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila cukup 
bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau 
peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur  dalam Undang-
Undang ini. 
  
Penangkapan (arrest) memang berbeda dengan penahanan 
(detention) baik dalam hal tugas, syarat, waktu, maupun prosedurnya. 
Pasal 16 KUHAP menyebutkan penyidik dalam hal ini mempunyai 
wewenang untuk melakukan terhadap tersangka dilakukan: 
c. Untuk kepentingan penyelidikan. 
d. Untuk kepentingan penyelidikan. 
Berdasarkan hal tersebut, jadi yang berwenang untuk melakukan 
penangkapan adalah: 
a. Penyelidik atas perintah penyidik, yang dimaksud penyelidik adalah 
pejabat polisi Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh 
undang-undang ini untuk melakukan penyelidikan. 
b. Penyidik yaitu Pejabat Polisi Negara Republik Inodnesia atau Pejabat 
Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi khusus oleh undang-undang 
untuk melakukan penyidikan. 
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c. Penyidik Pembantu adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia 
yang diberi wewenang tertentu dapat melakukan tugas penyidikan yang 
diatur dalam undang-undang ini. 
d. Siapa saja yang melihat, mendengar serta menyaksikan terjadinya tindak 
pidana, khususnya dalam hal tertangkap tangan. 
Pasal 18 KUHAP, dijelaskan terdapat dua jenis penangkapan yaitu 
penangkapan dengan surat perintah penangkapan dan penangkapan tanpa 
surat perintah dalam hal tertangkap tangan. Pasal 17 KUHAP menjelaskan 
bahwa perintah penangkapan dilakukan terhadap seseorang yang diduga 
keras melakukan tindak pidana berdasarkan “bukti permulaan yang cukup”, 
yang dimaksud dengan “bukti permulaan yang cukup” ialah bukti 
permulaan untuk menduga adanya tindak pidana sesuai dengan Pasal 1 butir 
14 KUHAP. Pasal ini menunjukan bahwa perintah penangkapan tidak dapat 
dilakukan dengan sewenang-wenang, tetapi ditujukan kepada mereka yang 
betul-betul melakukan tindak pidana. 
Ketentuan penangkapan dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 
2003 mengatur ketentuan yang berbeda dengan KUHAP yaitu dalam hal 
Bukti permulaan yang cukup. Dalam Pasal 26 Undang-Undang Nomor 15 
Tahun 2003 dijelaskan sebagai berikut: 
(1) Untuk memperoleh bukti permulaan yang cukup, penyidik dapat 
menggunakan setiap laporan intelijen. 
(2) Penetapan bahwa sudah dapat atau diperoleh bukti permulaan yang 
cukup sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus dilakukan proses 
pemeriksaan oleh Ketua atau Wakil Ketua Pengadilan Negeri. 
(3) Proses pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) 
dilaksanakan secara tertutup dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari. 
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(4) Jika dalam pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) 
ditetapkan adanya bukti permulaan yang cukup, maka Ketua 
Pengadilan Negeri segera memerintahkan dilaksanakan penyidikan. 
 
Pengaturan terkait dengan batas waktu penangkapan, dalam Pasal 19 
ayat (1) KUHAP batas waktu penangkapan adalah satu hari, sedangkan 
dalam Pasal 28 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 dijelaskan, penyidik 
dapat melakukan penangkapan terhadap setiap orang yang diduga keras 
melakukan tindak pidana terorisme berdasarkan bukti permulaan yang 
cukup sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) untuk paling 
lama 7x24 jam (tujuh kali dua puluh empat jam). Dengan demikian, 
seseorang yang ditangkap karena dugaan tindak pidana terorisme 
berdasarkan bukti permulaan yang cukup, seseorang tersebut dapat 
ditangkap dalam batas waktu tujuh kali dua puluh empat jam. 
b. Penggeledahan 
Penggeledahan merupakan bagian dari wewenang dari penyidik. 
Terdapat perbedaan antara penahanan dengan penggeledahan dalam hal 
instansi yang melakukannya. Pada penahanan, masing-masing instansi 
penegak hukum dalam semua tingkat pemeriksaan berwenang melakukan 
penahanan, sedangkan dalam penggeledahan yang berwenang adalah 
penyidik. Meskipun demikian, dalam penggeledahan penyidik tidak 
bertindak sendiri melainkan ada campur tangan dari ketua pengadilan negeri 
dalam bentuk surat izin untuk dapat melakukan penggeledahan. 
Penggeledahan dibagi menjadi dua, yaitu penggeledahan rumah dan 
penggeledahan badan. Penggeledahan rumah adalah tindakan penyidik 
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untuk memasuki rumah tempat tinggal dan tempat tertutup lainnya untuk 
melakukan tindakan pemeriksaan dan atau penyitaan, dan atau 
penangkapan. Sedangkan yang dimaksud dengan penggeledahan  badan 
adalah tindakan penyidik untuk mengadakan pemeriksaan badan dan atau 
pakaian tersangka untuk mencari benda yang diduga keras ada pada 
badannya atau dibawanya untuk disita. 
c. Penahanan 
Pengertian penahanan menurut pendapat W.J.S Poerwadarmita ialah 
perbuatan menahan, yaitu mengurung atau memenjarakan sementara. 
Sedangkan menurut Pasal 1 butir 21 KUHAP menyebutkan : 
Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa ditempat 
tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan 
penetapannya, dalam hal serta menurut cata yang diatur dalam 
undang-undang ini. 
 
Berdasarkan dari dua pengertian tersebut terlihat semua instansi 
penegak hukum memiliki wewenang dalam hal penahanan, tergantung dari 
tujuan penahannya. Sebagai contoh, untuk melakukan penyidikan pelaku 
kejahatan dapat dikenakan penahanan. 
Dijelaskan dalam Pasal 21 ayat (1) KUHAP yang menjelaskan 
penahanan dilakukan terhadap seseorang atau terdakwa yang diduga keras 
melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup,  dalam hal adanya 
keadaan yang menimbulkan kekhawatiran tersangka atau terdakwa akan 
melakukan: 
1) Melarikan diri 
2) Merusak atau menghilangkan barang bukti, atau  
45 
 
 
 
3) Mengulangi tindak pidana. 
Ketentuan mengenai batas waktu penahanan dalam KUHAP dibagi 
berdasarkan instansi mana yang melakukan penahanan. Jika penahanan 
tersebut diberikan oleh penyidik, maka batas waktu penahanannya paling 
lama dua puluh hari, dan dapat diperpanjang paling lama empat puluh hari. 
Sehingga maksimal penahanan atas perintah penyidik adalah selama enam 
puluh hari atau sekitar dua bulan. 
Penyidikan delik terorisme mengenai panahanan terhadap 
seseorang yang dituduh melakukan tindak pidana terorisme terdapat 
ketentuan khusus. Dalam rumusan Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang 
Nomor 15 Tahun 2003 menyatakan: “Untuk kepentingan penyidikan dan 
penuntutan, penyidik diberi wewenang untuk melakukan penahanan 
terhadap tersangka paling lam 6 (enam) bulan”.  
Setelah selesai dilakukan penyidikan, maka berkas diserahkan kepada 
penuntut umum (Pasal 8 ayat (2) KUHAP). Penyerahan ini dilakukan dengan 2 
tahap, yakni: 
1. Tahap pertama, penyidikan hanya menyerahkan berkas perkara; 
2. Dalam hal penyidik sudah dianggab selesai, penyidik menyerahkan tanggung 
jawab atas tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum. 
Jika pada penyerahan tahap pertama, penuntut umum berpendapat bahwa 
berkas kurang lengkap maka ia dapat: 
1. Mengembalikan berkas perkara kepada penyidik untuk dilengkapi disertai 
petunjuk. (Penuntut umum menerbitkan P18 dan P19) 
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2. Melengkapi sendiri dengan melakukan pemeriksaan tambahan (Pasal 30 ayat 
(1) huruf e Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI). 
Berdasarkan Pasal 110 ayat (4) KUHAP, jika dalam waktu 14 hari 
penuntut umum tidak mengembalikan berkas (hasil penyelidikan) maka 
penyidikan dianggap telah selesai. 
Tahap Penyidikan atau investigasi sesungguhnya dengan menggunakan 
metode sebagai berikut: 
1. Pemeriksaan saksi dan tersangka setelah didahului dengan surat panggilan, 
penangkapan dan atau penjemputan bagi mereka yang sudah dipanggil secara 
berturut-turut 2 kali namun tetap tidak mengindahkan panggilan tersebut. 
Metode ini lazim disebut sebagai metode interogasi dan dilakukan pada ruang 
khusus di kantor polisi. 
2. Penangkapan dan penahanan yang juga memerlukan dipatuhinya ketentuan-
ketentuan hukum tertentu. 
3. Penggeledahan rumah atau tempat yang diduga dapat ditemukan barang bukti. 
4. Penyitaan barang bukti. 
5. Penyusunan berita acara pemeriksaan yang merumuskan analisis penyidikan 
beserta lampiran-lampiran yang diperlukan. 
6. Gelar perkara baik awal, gelar pertengahan dan gelar akhir yang tujuannya 
mengkaji bersama hasil investigasi tersebut, apakah bukti-bukti dan 
rangkaiannya cukup kuat atau masih lemah. Jika disadari masih lemah maka 
dilakukan penyelidikan lagi untuk memperkuatnya. Pada gelar akhir suatu 
perkara yang mendapat opini publik biasanya diundang pula pejabat atasan 
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penyidik, dan kejaksaan guna menyamakan persepsi dan tafsiran, terhadap 
kekuatan hukum pembuktian.26 
Tahap selanjutnya adalah pelimpahan BAP kepada kejaksaan. Tahap ini 
juga memerlukan metode tersendiri mengingat bahwa jaksa melakukan penelitian 
dan kemungkinan mengeluarkan surat P21 bila dianggap telah lengkap, P19 atau 
P18 jika belum lengkap dan BAP dikembalikan kepada penyidik untuk 
dilengkapi.27 Pekerjaan penyidikan dimaksudkan sebagai persiapan ke arah 
pemeriksaan di muka sidang pengadilan. Dalam taraf penyidikan ini diusahakan 
segala kegiatan untuk memperoleh jawaban sementara atas pertanyaan apakah 
terjadi suatu perbuatan pidana, dan jika benar demikian siapa pelakunya, di mana 
dan dalam keadaan bagaimana perbuatan pidana itu dilakukan. 
Dimulainya Penyidikan dalam hal penyidik telah memulai melakukan 
penyidikan suatu peristiwa yang diduga merupakan perbuatan pidana, penyidik 
memberitahukan hal itu kepada Penuntut Umum (Vide Pasal 109 ayat (1) 
KUHAP). Pemberitahuan dimulainya penyidikan dilakukan dengan SPDP (Surat 
Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan), yang dilampiri: laporan polisi, resume 
BAP saksi, resume BAP tersangka, berita acara penangkapan, berita acara 
penahanan, berita acara penggeledahan dan berita acara penyitaan.  
Seperti halnya dalam hal ini yaitu di Polda Sumatera Utara, dimana Pihak 
Kepolisian/Penyidik bergerak dengan berdasarkan aturan-aturan hukum yang 
telah ditetapkan undang-undang sebagai acuan. Untuk melakukan Penyidikan 
Polda Sumatera Utara terlebih dahulu sangat memperhatikan nilai-nilai 
                                                             
26 Chairuddin Ismail, Op. Cit., halaman 9. 
27 Ibid., halaman  10. 
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perlindungan hak asasi manusia dan pembatasan ketat terhadap penggunaan upaya 
paksa, dimana upaya paksa baru digunakan sebagai tindakan yang terpaksa 
dilakukan.28  
Penyidikan baru dapat dilakukan bilamana penyidik sendiri mengetahui 
atau telah menerima laporan baik itu datangnya dari penyelidik dengan atau tanpa 
disertai berita acara maupun dari laporan seseorang yang mengalami, melihat, 
menyaksikan dan atau menjadi korban teror. Laporan tersebut dapat secara tertulis 
yang harus ditandatangani oleh pelapor dan dapat secara lisan harus dicatat oleh 
penyidik dan ditanda tangani baik oleh pelapor maupun Penyidik sendiri. 
Kemudian keharusan bagi penyidik untuk memberikan surat tanda penerimaan 
laporan kepada yang bersangkutan. 
Penyidikan dalam perkara terorisme juga sering didahului dengan 
penyelidikan, dimana dengan mencari bukti permulaan atau alat bukti yang cukup 
agar melanjutkan ketahap selanjutnya, dapat dikatakan telah melakukan tindakan 
pidana jika perbuatan seseorang tersebut telah memenuhi unsur-unsur yang 
adanya perbuatan (manusia), yang memenuhi rumusan dalam Undang-Undang 
(syarat formil), dan bersifat melawan hukum (syarat materil). Sehubungan dengan 
penangkapan, pada Pasal 17 KUHAP dijelaskan bahwa perintah penangkapan 
dilakukan terhadap seseorang yang diduga keras melakukan tindak pidana 
berdasarkan bukti permulaan. 
                                                             
28 Hasil Wawancara dengan Penyidik Kepolisian Daerah Sumatera Utara, pada tanggal 14 
Februari 2017. 
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 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang pemberantasan tindak 
pidana terorisme mengenai bukti permulaan dapat dilihat pada Pasal 26 yang 
berbunyi: 
a. Untuk memperoleh bukti permulaan yang cukup, penyidik dapat 
menggunakan setiap laporan intelijen. 
b. Penetapan bahwa sudah dapat atau diperoleh bukti permulaan yang cukup 
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus dilakukan proses pemeriksaan 
oleh Ketua atau Wakil Ketua Pengadilan Negeri. 
c. Proses pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilaksanakan 
secara tertutup dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari. 
d. Jika dalam pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan 
adanya bukti permulaan yang cukup, maka Ketua Pengadilan Negeri 
segera memerintahkan dilaksanakan penyidikan. 
 
Berdasarkan menurut pasal tersebut pada ayat (1) dinyatakan bahwa 
“untuk memperoleh bukti permulaan yang cukup”, penyidik dapat menggunakan 
laporan intelijen. Laporan intelijen erat kaitannya dengan bukti permulaan, oleh 
karena itu perlu diketahui terlebih dahulu ketentuan dalam undang-undang dan 
sumber-sumber lain diluar undang-undang yang berisi ketentuan yang memiliki 
hubungannya dengan bukti permulaan, sehingga pada akhirnya dapat diketahui 
apa yang dimaksud dengan bukti permulaan.  
Pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik difokuskan sepanjang hal yang 
meyangkut persoalan hukum. Titik pangkal pemeriksaan dihadapan penyidik ialah 
tersangka. Dari dialah diperoleh keterangan mengenai peristiwa pidana yang 
sedang diperiksa. Akan tetapi, sekalipun tersangka yang menjadi titik tolak 
pemeriksaan, terhadapnya harus diberlakukan asas akusatur. Tersangka harus 
ditempatkan pada kedudukan menusia yang memiliki harkat martabat. Dia harus 
dinilai sebagai subjek, bukan sebagai objek. Yang diperiksa bukan manusia 
tersangka. Perbuatan tindak pidana yang dilakukannyalah yang menjadi objek 
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pemeriksaan. Pemeriksaan tersebut ditujukan ke arah kesalahan tindak pidana 
yang dilakukan oleh tersangka. Tersangka harus dianggap tak bersalah, sesuai 
dengan prinsip hukum “praduga tak bersalah” (presumption of innocent ) sampai 
diperoleh putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.29 
Pada pemeriksaan tindak pidana, tidak selamanya hanya tersangka saja 
yang harus diperiksa. Adakalanya diperlukan pemeriksaan saksi atau ahli. Demi 
untuk terang dan jelasnya peristiwa pidana yang disangkakan. Namun, kepada  
tersangka harus ditegakkan perlindungan harkat martabat dan hak-hak asasi, 
kepada saksi dan ahli, harus juga diperlakukan dengan cara yang 
berperikemanusiaan dan beradab.30 
Maksud dari cara pemeriksaan di sini adalah tata cara pemeriksaan secara 
yuridis. Dalam melakukan pemeriksaan terhadap tersangka ada cara yang berlaku 
menurut KUHAP, adapun tata cara tersebut adalah:31  
1. Sesuai dengan Pasal 52 dan 117 KUHAP bahwa jawaban atau keterangan 
diberikan tersangka kepada penyidik, diberikan tanpa tekanan dari siapapun 
juga dan dalam bentuk apapun juga. Tersangka dalam memberikan keterangan 
harus “bebas” dan “kesadaran” nurani. Tidak boleh dipaksa dengan cara 
apapun juga baik penekanan fisik dengan tindakan kekerasan dan 
penganiayaan, maupun dengan tekanan dari penyidik maupun dari pihak luar. 
Mengenai jaminan pelaksanaan Pasal 52 dan 117 KUHAP tersebut, tidak ada 
sanksinya. Satu-satunya jaminan untuk tegaknya ketentuan Pasal 52 dan 117 
KUHAP ialah melalui Praperadilan, berupa pengajuan gugatan ganti rugi atas 
                                                             
29 M.Yahya Harahap. Op. Cit., halaman 134. 
30 Ibid., 
31 Ibid., halaman 136-138. 
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alasan pemeriksaan-pemeriksaan telah dilakukan tanpa alasan yang 
berdasarkan undang-undang. Akan tetapi, hal ini kurang efektif karena sangat 
sulit bagi seorang tersangka membuktikan keterangan yang diberikan dalam 
pemeriksaan adalah hasil paksaan dan tekanan. Kontrol yang tepat untuk 
menghindari terjadinya penekanan atau ancaman dalam penyidikan ialah 
kehadiran penasehat hukum mengikuti jalannya pemeriksaan.  
2. Penyidik mencatat dengan teliti semua keterangan tersangka. Semua yang 
diterangkan tersangka tentang apa yang sebenamya telah dilakukannya 
sehubungan dengan tindakan pidana yang disangkakan kepadanya dicatat oleh 
penyidik dengan seteliti-telitinya, sesuai dengan rangkaian kata-kata yang 
dipergunakan tersangka. Keterangan tersangka tersebut harus di catat di 
tanyakan atau dimintakan persetujuan dan tersangka tentang kebenaran dan isi 
berita acara tersebut. Apabila tersangka telah menyetujuinya, maka tersangka 
dan penyidik masing-masing memberikan tanda tangannya di atas berita acara 
tersebut sedangkan apabila tersangka tidak mau menanda tangganinya maka 
penyidik membuat catatan berupa penjelasan atau keterangan tentang hal itu 
serta menyebutkan alasan yang menjelaskan kenapa tersangka tidak mau 
menanda tangganinya.  
3. Dalam Pasal 119 KUHAP menyebutkan, jika tersangka yang akan di periksa 
berlokasi di luar daerah hukum penyidik, maka penyidik yang bersangkutan 
dapat membebankan pemeriksaan kepada penyidik yang berwenang di daerah 
tempat tinggal tersangka.  
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4. Jika tersangka tidak hadir menghadap penyidik maka sesuai ketentuan pasal 
113 KUHAP pemeriksaan dapat dilakukan di tempat kediaman tersangka 
dengan cara: penyidik sendiri yang datang melakukan pemeriksaan ketempat 
kediaman tersangka tersebut. Hal ini dilakukan apabila tersangka tidak dapat 
hadir ke tempat pemeriksaan yang telah ditentukan oleh penyidik dengan 
“alasan yang patut dan wajar”. Alasan yang patut dan wajar disini maksudnya 
harus ada pernyataan dan tersangka bahwa bersedia diperiksa di tempat 
kediamannya, sebab tanpa pernyataan kesediaan timbul anggapan pemeriksaan 
“seolah-olah dengan paksaan”. Untuk menghindarinya baiknya ada pernyataan 
kesediaan, baik hal itu dinyatakan secara tertulis maupun secara lisan yang 
disampaikan tersangka kepada penyidik sewaktu penyidik mendatangi 
tersangka ditempat kediamannya. 
Pemeriksaan atas tersangka yang dilakukan oleh penyidik harus dibuat 
berita acaranya. Dimana berita acara tersebut ditandatangani oleh tersangka atau 
saksi dan oleh penyidik sendiri. Pasal 75 ayat (1) KUHAP menentukan bahwa 
untuk semua tindakan seperti: Pemeriksaan tersangka; penangkapan; penahanan; 
penggeledahan; pemasukan rumah; penyitaan benda; pemeriksaan surat; 
pemeriksaan saksi; pemeriksaan di tempat kejadian, pelaksanaan penetapan dan 
putusan pengadilan; dan pelaksanaan tindakan lain sesuai dengan ketentuan dalam 
undang-undang ini, harus dibuat Berita Acara Pemeriksaan atau BAP. Berita acara 
dibuat oleh pejabat yang bersangkutan dan dibuat atas kekuatan sumpah jabatan. 
Berita acara tersebut selain ditandatangani oleh pejabat tersebut juga 
ditandatangani oleh semua pihak yang terlibat dalam tindakan tersebut dalam 
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Pasal 75 ayat (1) KUHAP. Berita acara pemeriksaan yang tidak ditandatangani 
oleh tersangka menjadi batal. Oleh karena itu apabila tersangka tidak mau 
menandatanganinya dalam BAP tersebut harus dibuat catatan alasan tersangka 
berbuat demikian.   
Berdasarkan hal tersebut di atas, dalam proses penyidikan, pada saat 
pemeriksaan saksi-saksi pada prinsipnya semua orang dapat menjadi saksi dan 
merupakan suatu kewajiban jika dipanggil oleh Penyidik yang diberi kewenangan 
untuk itu hal ini berdasarkan Pasal 112 KUHAP. Untuk itu penyidik menerbitkan 
surat panggilan dengan mencantumkan alasan pemanggilan secara jelas dengan 
memperhatikan tenggang waktu yang wajar. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 
27 KUHAP disebutkan bahwa keterangan saksi merupakan salah satu alat bukti 
dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa 
yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebut 
alasan dari pengetahuannya itu.   
Keterangan saksi tidak perlu harus mengenai semua kejadian. Sebagian 
dari kejadian/peristiwa tersebut, asal dilihat sendiri atau didengar/dialami sendiri, 
merupakan keterangan saksi. Keterangan saksi diberikan tanpa tekanan dari 
siapapun dan dalam bentuk apapun. Dalam pemeriksaan saksi, penyidik harus 
memperhatikan asas cepat, sederhana, dan biaya ringan. Penyidik yang melakukan 
pemeriksaan terhadap para saksi perlu menyadari bahwa keterangan saksi yang 
akan diberikan kemungkinan dapat membantunya. Dengan kesadaran demikian, 
harus dicegah perilaku penyidik yang menyudutkan saksi. 
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Tindakan penyidik Polda Sumatera Utara terhadap tindak pidana terorisme 
di yang terjadi di Medan adalah sebagai berikut:32 
1. Melakukan Tindakan Pertama 
Setelah menerima laporan dari seseorang ataupun menerima laporan 
dari hasil penyelidikan, maka penyidik mengecek kebenaran laporan atau 
pengaduan tersebut dengan memeriksa di tempat kejadian. Jika laporan atau 
pengaduan itu benar telah terjadi peristiwa pidana, maka apabila si tersangka 
masih berada di tempat tersebut, penyidik dapat melarang si tersangka 
meninggalkan tempat kejadian. Selanjutnya penyidik mengadakan pemeriksaan 
seperlunya termasuk memeriksa identitas tersangka atau menyuruh berhenti 
orang–orang yang dicurigai melakukan tindak pidana. Kemudian penyidik 
harus berusaha mencari dan mengumpulkan bahan-bahan keterangan dan bukti 
yang digunakan untuk melakukan kejahatan. 
2. Penangkapan dan Penahanan 
a. Penangkapan 
Setelah penyidik menerima laporan atau pengaduan tentang telah 
terjadinya suatu peristiwa pidana berupa teror tersebut, maka sebagai 
kelanjutan dari adanya tindakan yang dilakukan oleh seseorang, apabila 
penyidik mempunyai dugaan keras disertai bukti-bukti permulaan yang 
cukup, maka penyidik dapat melakukan penangkapan terhadap tersangka. 
Penangkapan tidak dapat dilakukan secara sewenang-wenang, karena hal itu 
melanggar hak asasi manusia. Untuk menangkap seseorang, maka penyidik 
                                                             
32 Hasil Wawancara dengan Penyidik Kepolisian Daerah Sumatera Utara, pada tanggal 14 
Februari 2017. 
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harus mengeluarkan surat perintah penangkapan disertai alasan-alasan 
penangkapan dan uraian singkat sifat perkara kejahatan yang 
dipersangkakan. Tanpa surat perintah penangkapan tersangka dapat menolak 
petugas yang bersangkutan. Perintah penangkapan baru dikeluarkan kalau 
sudah ada dugaan keras telah terjadi tindak pidana disertai pula bukti 
permulaan yang cukup. 
b. Penahanan 
Penahanan dilakukan untuk kepentingan penyidikan, jika ternyata 
tersangka benar-benar melakukan tindak pidana terorisme atau diduga keras 
melakukan tindak pidana berdasarkan bukti-bukti permulaan yang cukup 
atau dalam adanya keadaan menimbulkan kekhawatiran tersangka melarikan 
diri, akan merusak dan menghilangkan barang bukti dan akan mengulangi 
kejahatan tersebut. Selain itu bertujuan pula untuk kepentingan penyidikan, 
untuk kepentingan pemeriksaan hakim di persidangan, maka tersangka 
dapat ditahan. 
Penggunaan upaya paksa dapat dibatasi hanya dalam keadaan terpaksa 
demi kepentingan yang lebih luas. Adapun hal yang perlu diperhatikan untuk 
memulai melakukan penyidikan didasarkan pada hasil penilaian terhadap 
informasi atau data-data yang diperoleh. Sedangkan informasi atau data-data yang 
dilakukan untuk melakukan penyidikan oleh Penyidik Polda Sumatera Utara dapat 
diperoleh melalui: 
1. Sumber-sumber tertentu yang dapat dipercaya 
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2. Adanya laporan langsung kepada penyelidik dari orang yang mengetahui telah 
terjadi suatu tindak pidana terorisme. 
3. Hasil berita acara yang dibuat oleh penyelidik. 
Sumber-sumber informasi yang dapat dipergunakan sangat banyak, 
mungkin sumber tersebut berupa orang yang melihat maupun orang yang 
mengalami langsung kejadian tersebut. Laporan langsung yang diterima dari 
orang yang mengetahui terjadinya suatu tindak pidana terorisme ini dapat berupa 
laporan tertulis dan dapat juga berupa laporan lisan yang oleh penyelidik yang 
menerima laporan dituangkan dalam Berita Acara Penerimaan Laporan.33  
Proses penyidikan terhadap pelaku tindak pidana terorisme tersebut 
dilakukan dengan pemeriksaan terlebih dahulu serta jika terbukti pelaku 
melakukan perbuatan tersebut, maka langsung di tahan dan berkas perkara akan 
segera dikirimkan ke Jaksa Penuntut Umum. 
Berdasarkan hal tersebut, adapun metode penyidikan/tahap investasi dan 
pemeriksaan ditahapkan dalam 3 tahap yaitu: 
1. Tahap investigasi awal (Preliminary Investigation) yang lazim disebut sebagai 
penyelidikan disingkat Lidik; 
2. Tahap investigasi sesungguhnya (investigasi dan pemeriksaan) yang berulang 
hingga ditemukan hasil terangnya suatu perkara; 
3. Tahap Pelimpahan Berita Acara (BAP) hasil investigasi kepada Jaksa Penuntut 
Umum.34 
                                                             
33 Hasil Wawancara dengan Penyidik Kepolisian Daerah Sumatera Utara, pada tanggal 14 
Februari 2017. 
34 Chairuddin Ismail, Op. Cit., halaman 8. 
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Metode penyidikan/investigasi yang merupakan pada tahap awal antara 
lain: 
1. Pengamatan atau Observasi, dimana penyidik atau penyidik pembantu 
melakukan pengamatan langsung terhadap obyek, secara terus menerus atau 
berkala. 
2. Wawancara atau Interview dilakukan dengan pembicaraan langsung kepada 
orang yang dianggap dapat memberikan keterangan atau petunjuk tentang 
obyek yang diinvestigasi. Wawancara dilakukan ditempat pemberi keterangan 
dan dilakukan serileks mungkin karena keterangan yang diharapkan adalah 
yang diberikan secara sukarela. 
3. Pembuntutan atau Surveillance, dilakukan terhadap obyek bergerak secara 
langsung maupun melalui alat elektronik atau sejenisnya untuk memperoleh 
kegiatan/aktivitas obyek yang bersangkutan. 
4. Penyamaran atau Under Cover dilakukan agar dapat masuk dilingkungan 
obyek tanpa diketahui dan menyaksikan kegiatan dan rencana-rencana mereka 
guna penindakan lebih lanjut. 35 
Setelah penyelidikan selesai dilakukan, penyelidik mengolah data-data 
yang telah terkumpul dan berdasarkan hasil pengolahan tersebut. Apabila telah 
selesai dilakukan penyelidikan dan hasil penyelidikan itu telah pula dilaporkan 
dan diuraikan secara rinci, maka apabila dari hasil penyelidikan itu dianggap 
cukup bukti-bukti permulaan untuk dilakukan penyidikan. 
                                                             
35 Ibid., 
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Pada tahap penyidikan, dalam hal ini pihak penyidik Polda Sumatera Utara 
melakukan serangkaian tindakan yaitu berupa:36 
1. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana 
terorisme. 
Dalam hal ini, dimana penyidik menerima laporan atau pengaduan dari 
masyarakat tentang telah atau sedang atau diduga terjadi peristiwa pidana 
dalam hal ini tindak pidana terorisme di Kota Medan. Petugas SPKT (Sentra 
Pelayanan Kepolisian Terpadu) mencatat semua hal yang dilaporkan. Laporan 
polisi yang telah dicatat tersebut selanjutnya dilakukan analisa terhadap 
laporan yang masuk dan kemudian menunjuk salah satu penyidik yang 
berwenang untuk menangani kasus tersebut guna memulai menindak dan 
melakukan pemeriksaan setelah administrasi penyelidikan berupa Surat 
Perintah Tugas dan Surat Perintah Penyelidikan lengkap. 
2. Mencari keterangan dan alat bukti,  
Dalam mencari keterangan dan alat bukti kasus tindak pidana terorisme, 
penyidik melakukan pemanggilan dan pemeriksaan terhadap saksi pelapor atau 
korban serta penyamaran maupun “under cover” (penyusupan). Pemanggilan 
dan pemeriksaan terhadap saksi pelapor atau korban dilakukan guna 
mendapatkan keterangan tentang peristiwa yang diduga tindak pidana yang 
dilaporkan oleh pelapor, sebagaimana telah diuraikan sebelumnya.  
Penyamaran yaitu penyidikan menjadi seolah-olah bagian dari area 
yang diduga terjadi tindak pidana dan mengganti identitas sesuai dengan 
                                                             
36 Hasil Wawancara dengan Penyidik Kepolisian Daerah Sumatera Utara, pada tanggal 14 
Februari 2017. 
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keadaan area tersebut guna mendapatkan keterangan dan alat bukti. 
Penyamaran dilakukan penyidik dengan berpura-pura akan menjadi masyarakat 
biasa yang melintas di area di duga menjadi tempat terjadinya tindak pidana 
terorisme tersebut. Penyusupan disini yaitu penyidik memasuki area yang 
diduga sebagai tempat terjadinya tindak pidana secara sembunyi-sembunyi 
untuk tidak diketahui siapa pun guna untuk mendapatkan keterangan dan alat 
bukti. 
3. Kewenangan Penyidik Membuat dan Menyampaikan Laporan Hasil 
Pelaksanaan Penyidikan 
Penyidik wajib membuat dan menyampaikan laporan tertulis hasil 
pelaksanaan tindakan penyidikan demi untuk pertanggungjawaban dan 
pembinaan pengawasan terhadap penyidik kasus tindak pidana terorisme, 
sehingga tindakan yang dilakukan penyidik berupa pemanggilan serta 
pemeriksaan terhadap pelapor maupun saksi dan pengumpulan bahan 
keterangan dari masyarakat-masyarakat sekitar area, dimana hasil yang 
ditemukan tersebut diterakan dalam laporan hasil pelaksanaan tindakan 
penyidikan. 
Berdasarkan uraian di atas, maka dapat ditentukan sasaran penyidikan 
yang dilakukan oleh Polda Sumatera Utara dalam melakukan penyidikan tindak 
pidana terorisme ini berupa: 
1. Orang yang diduga telah melakukan tindak pidana terorisme; 
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2. Benda/barang/surat yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan yang dapat 
dipergunakan untuk mengadakan penyidikan maupun untuk barang bukti 
dalam sidang pengadilan. 
3. Tempat daerah dimana suatu kejahatan telah dilakukan.37 
 
B. Kendala Kepolisian Dalam Penyidikan Tindak Pidana Terorisme  
Melakukan penyidikan terhadap pelaku tindak pidana terorisme, pihak 
penyidik Polda Sumatera Utara memang tidak mengalami kendala-kendala secara 
yuridis karena aturan mengenai tata cara penyidikan sudah diatur tersendiri dan 
sedemikian rupa dalam KUHAP. Dalam pelaksanaannya sendiri, penyidik hanya 
mengalami beberapa masalah teknis dilapangan dan kendala yuridis dalam 
undang-undang yang mengatur tentang tindak pidana terorisme. Adapun kendala 
penyidik Polda Sumatera Utara dalam pelaksanaan penyidikan tersebut yaitu 
terkait dengan adanya alasan penghapus pidana (Straffslutinggroundent) yang 
dalam KUHP Indonesia diatur dalam Pasal 44, 45, 48 dan 51 KUHP.  
Alasan penghapus pidana (Straffslutinggroundent) ini menurut para ahli 
dapat digolongkan menjadi beberapa bagian, namun dalam penggolongan ini 
masih tidak menemukan pandangan yang sama dalam hal penggolongan tersebut. 
Tentang Daya Paksa (Overmacht) yaitu diatu dalam Pasal 48 KUHP berbunyi, 
“Barangsiapa melakukan perbuatan karena pengaruh daya paksa, tidak dipidana.” 
Pada umumnya pakar lebih banyak menggunakan istilah daya paksa untuk 
menerjemahkan istilah overmacht.  
                                                             
37 Hasil Wawancara dengan Penyidik Kepolisian Daerah Sumatera Utara, pada tanggal 14 
Februari 2017. 
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Kepolisian Daerah Sumatera Utara terhadap tindakannya dalam 
pemberantasan dan penanggulangan tindak pidana terorisme selalu dihadapkan 
dengan masalah daya paksa seperti ini, misalnya pada saat penyergapan terduga 
atau tersangka teroris, maka sering terjadi aksi baku tembak antara teroris dan 
pihak kepolisian akibatnya merusak barang dan bangunan yang ada disekitar 
lokasi bahkan memakan nyawa. Namun dalam hal ini pihak kepolisian Daerah 
Sumatera Utara digerakkan dengan daya paksa dan dalam keadaan darurat. 
Mereka tidak memiliki pilihan lain selain melawan para teroris karena hal ini 
berhubungan dengan kepentingan masyarakat banyak dan keamanan umum, 
bahkan Negara Kesatuan Republik Indonesia.  
Pembelaan Terpaksa (Noodweer) diatur dalam Pasal 49 Ayat (1) berbunyi: 
“Barang siapa terpaksa melakukan perbuatan untuk pembelaan, karena ada 
serangan atau ancaman serangan ketika itu yang melawan hukum, terhadap diri 
sendiri maupun orang lain; terhadap kehormatan kesusilaan (eerbaarheid) 
terhadap harta benda sendiri maupun orang lain, tidak dipidana”. Pembelaan 
terpaksa dikaitkan dengan Tindakan Kepolisian Daerah Sumatera Utara, tentu saja 
banyak kita temui dalam tindakan mereka dalam rangka pemberantasan terorisme. 
Misalnya terjadi aksi baku tembak antara pihak kepolisiandan teroris, maka 
sebagai pembelaan diri pihak kepolisian otomatis menembak karena teroris sudah 
menembak lebih dulu.  
Permasalahan dalam proses penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh 
Kepolisian yang menyidik selalu banyak mengalami pasang surut. Pasang surut 
itu dapat berbentuk tidak segera tuntasnya penyelidikan atau tuntasnya penyidikan 
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dengan beberapa catatan, misalnya selesainya pemberkasan, tetapi apabila 
dicermati masih mengandung kelemahan-kelemahan yang sangat fatal, misalnya 
kesalahan menuliskan dasar hukum penyidikan biasanya berupa kesalahan 
penulisan angka pada register laporan polisinya. Permasalahan lainnya dapat saja 
berawal dari proses penyelidikan, penyidikan dan penuntutan. Proses penyidikan 
yang tidak sesuai dengan hukum acara yang berlaku juga rawan menimbulkan 
masalah.38  
Proses penyidikan yang tuntas adalah proses pencarian keterangan yang 
terkait dengan perkara pidana yang sedang terjadi dilakukan secara maksimal, 
bukan saja terhadap peristiwa pidana secara fisik artinya hanya berkonsentrasi 
kepada terjadinya tindak pidana saja tanpa memperhatikan aturan-aturan mana 
saja yang dapat dijadikan acua untuk menguatkan sangkaan dan dugaan tindak 
pidana tersebut. Adapun tidak tuntasnya penyidikan itu dapat saja seorang 
penyidik yang tidak bisa mendudukan kebutuhan hukum yang sesungguhnya, 
dalam kata lain penyidikan perkara berdasarkan “pesanan sponsor”. Hal yang 
demikian ini dilapangan dapat saja masih terjadi, sehingga tujuan hukum akan 
hilang.39  
Berdasarkan hal tersebut, faktor lainnya yaitu faktor teknis dan faktor 
nonteknis, faktor teknis misalnya aturan hukum dalam penyidikan tidak 
diindahkan dengan baik, dan faktor nonteknis, biasanya dapat berupa hambatan 
interes personal yang mempunyai power untuk melakukan penyimpangan. Faktor 
ini mulai dari proses penyidikan oleh Penyidik hingga ke proses penuntutan. 
                                                             
38 Hartono, Op. Cit., halaman 57. 
39 Ibid., halaman 58. 
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Untuk mengatasi hambatan ini perlu dilakukan keterbukaan, kemudian perlu 
adanya peningkatan pemahaman hukum dan kesadaran hukum masyarakat secara 
benar dan luas. Sekali lagi adanya peningkatan kesadaran hukum, bukan 
peningkatan kesadaran berundang-undang secara luas saja, serta adanya ruang 
partisipasi masyarakat secara baik dan benar.40 
Berdasarkan hal tersebut, lain halnya lagi dalam hal penyidikan yang 
dilakukan oleh Kepolisian Daerah Sumatera Utara, dimana pihak penyidik juga 
mengalami kendala penyidikan, diantaranya sebagai berikut: 
1. Saat Penyidik melakukan tindakan olah TKP penyidik selalu kesulitan dalam 
pencarian bukti-bukti awal terjadinya pelanggaran perbuatan tindak pidana 
terorisme tersebut, dikarenakan pelaku selalu berdalih bahwa perbuatan yang 
mereka lakukan bukan merupakan perbuatan yang secara terang-terangan 
untuk melakukan tindaka terorisme, sebab mereka selalu berdalil bahwa 
mereka hanya saja melintas pada areal tindak pidana tersebut, sehingga 
penyidik kesulitan untuk mengungkapkan perbuatan tersebut.  
2. Dalam pelaksanaan pemeriksaan kepada pelaku merasa dalam posisi benar 
karena keyakinan mereka yang merupakan bagian dari golongan masyarakat 
sekitar yang sama halnya melintas di areal tersebut dan mereka menganggap 
bahwa perbuatan tersebut bukan merupakan perbuatan pidana, padahal 
diketahui bahwa ada aturan yang mengatur mengenai perbuatan teror 
sebagaimana berdasarkan dalam Undang-Undang No. 15 Tahun 2003, bahwa 
perbuatan meneror itu merupakan perbuatan pidana dalam kategori terorisme. 
                                                             
40 Ibid., 
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Sehingga hal ini berbenturan dengan pemahaman masyarakat dengan hukum 
positif.  
3. Dalam pelaksanaan pemeriksaan penyidikan di Polda Sumatera Utara bahwa 
suatu ketika pelaku di duga mengalami gangguan kejiwaan sedangkan penyidik 
tidak mempunyai keterampilan atau ilmu pengetahuan tentang kejiwaan dan 
psikiatri sehingga proses pemeriksaan menjadi terhambat dan membutuhkan 
waktu yang tidak sedikit  
4. Rendahnya Pendidikan terhadap pelaku yang diduga melakukan tindak pidana 
terorisme, sehingga penyidik mengalami kesulitan dalam meminta keterangan 
yang jelas dikarenakan pelaku pelanggaran memiliki keterbatasan pengetahuan.  
5. Sikap pelaku tindak pidana terorisme yang bersikeras bahwa kebiasaan 
masyarakat sekitar yang selalu tertutup dan tidak sering bersosialisasi antara 
satu dengan yang lainnya, sehingga pelaku menolak untuk dilakukan 
pemeriksaan lebih lanjut serta dilakukan penahanan.  
6. Dalam proses penyidikan tindak pidana terorisme, penyidik sangat kesulitan 
menentukan jenis-jenis tindak pidana dalam kategori apa perbuatan teror 
tersebut, karena dalam undang-undang yang mengatur tindak pidana terorisme 
tidak dijelaskan secara rinci termasuk kedalam jenis tindak pidana terorisme 
yang bagaimana dilakukan pelaku. 
 
 
C. Upaya Kepolisian Dalam Mencegah Terjadinya Tindak Pidana Terorisme 
Pada dasarnya upaya penyidik dalam menentukan tempat kejadian perkara 
pada tindak pidana terorisme yaitu dengan melakukan pengolahan di tempat 
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kejadian perkara. Di dalam pengolahan tempat kejadian perkara tersebut nantinya 
akan dapat menentukan atau memebantu penyidik untuk menentukan siapa 
korbannya, siapa pelakunya, tindak pidana yang seperti apa, dapat menegetahui 
motif pelaku melakukan tindak pidana tersebut, dan hal lain yang berhubungan 
dengan tindak pidana yang terjadi.  
Berdasarkan hal tersebut, terhadap upaya yang dilakukan penyidik dalam 
menangani kendala-kendala dalam proses penyidikan pelaku tindak pidana 
Terorisme di Kota Medan atau setidak-tidaknya di wilayah hukum Polda 
Sumatera Utara, yaitu sebagai berikut:41 
1. Upaya represif adalah suatu upaya penanggulangan kejahatan secara 
konsepsional yang ditempuh setelah terjadinya kejahatan. Penanggulangan 
dengan upaya represif dimaksudkan untuk menindak para pelaku kejahatan 
sesuai dengan perbuatannya serta memperbaikinya kembali agar mereka sadar 
bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan yang melanggar 
hukum dan merugikan masyarakat, sehingga tidak akan mengulanginya dan 
orang lain juga tidak akan melakukannya mengingat sanksi yang akan 
ditanggungnya sangat berat:  
a. Meskipun pelaku melawan penyidik dengan dalih bahwa mereka tidak 
melakukan perbuatan teror, secara nyata dan sadar pihak penyidik tetap 
melakukan penahanan dan menyita barang bukti dan menjelaskan bahwa 
perbuatan tersebut merupakan perbuatan dalam kategori tindak pidana yang 
sangat meresahkan masyarakat.  
                                                             
41 Hasil Wawancara dengan Penyidik Kepolisian Daerah Sumatera Utara, pada tanggal 14 
Februari 2017. 
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b. Pada saat melakukan penyidikan pelaku tindak pidana terorisme, pelaku 
yang diduga mempunyai gangguan kejiwaan maka pihak penyidik berhak 
meminta bantuan kepada dokter yang mempunyai kemampuan dalam 
bidang kejiwaan dan psikiatri hal ini telah diatur dalam Pasal 7, Pasal 120, 
Pasal 133-135 KUHAP dan bantuan yang diberikan oleh dokter ke penyidik 
diatur dalam Pasal 179 KUHAP. Agar dapat segera dibuat berita acara 
perkara dan melimpahkannya kepada penuntut umum, meskipun dari 
keterangan dokter menyebutkan bahwa pelaku atau tersangka memiliki 
gangguan jiwa yang perbuatannya tidak dapat dipertanggungjawabkan pada 
Pasal 44 KUHP pihak penyidik tidak dapat melakukan penghentian 
penyidikan perkara tersebut atau memerintahkan untuk dimasukkan dirumah 
sakit jiwa karena yang berhak menentukan atau memerintahkan untuk 
dimasukkan dirumah sakit jiwa adalah hakim.  
c. Apabila penyidik menghadapi pelaku yang berpendidikan rendah dan tidak 
mengetahui pebuatan teror yang dilakukan para pelaku merupakan salah 
satu kategori tindak pidana yang dilarang oleh Undang-Undang No. 15 
Tahun 2003, maka berdasarkan asas keberlakuan hukum di Indonesia 
menyatakan “Eidereen Wordt Geacht De Wette Kennen” setiap orang 
dianggap mengetahui hukum. Artinya, apabila suatu undang-undang telah 
dilembarnegarakan (diundangkan), maka undang-undang itu dianggap telah 
diketahui oleh warga masyarakat, sehingga tidak ada alasan bagi yang 
melanggarnya bahwa undang-undang itu belum diketahui berlakunya.  
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d. Dalam hal penanganan tindak pidana terorisme, di dalam undang-undang 
tidak menyebutkan secara rinci jenis-jenis teror apa saja yang tergolong 
perbuatan yang dilarang, namun pihak penyidik melakukan penafsiran 
ekstensif dengan memperluas arti kata-kata yang terdapat dalam suatu 
perundang-undangan.  
2. Penanggulangan kejahatan secara preventif dilakukan untuk mencegah 
terjadinya atau timbulnya kejahatan yang pertama kali. Mencegah kejahatan 
lebih baik daripada mencoba untuk mendidik penjahat menjadi lebih baik 
kembali. sebagaimana semboyan dalam kriminologi yaitu usaha-usaha 
memperbaiki penjahat perlu diperhatikan dan diarahkan agar tidak terjadi lagi 
kejahatan:42  
a. Melakukan kegiatan penyuluhan kepada masyarakat agar harus tetap 
berhati-hati terhadap setiap orang yang mencurigakan di dalam masyarakat 
tersebut.  
b. Melakukan razia di setiap tempat yang rawan dengan kejahatan terorisme, 
yang biasanya di tujukan di daerah yang kerap sekali terjadi kasus 
kejahatan terorisme tersebut. Razia dapat dilakukan baik secara mandiri 
maupun gabungan antara koordinasi instansi lain misalnya gabungan TNI, 
dan para tokoh masyarakat di daerah tersebut.  
 
 
 
                                                             
42 Hasil Wawancara dengan Penyidik Kepolisian Daerah Sumatera Utara, pada tanggal 14 
Februari 2017. 
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BAB IV 
KESIMPULAN DAN SARAN 
 
A. Kesimpulan 
1. Proses penyidikan terhadap tindak pidana terorisme khususnya yang terjadi 
Medan yaitu dengan melakukan pemeriksaan saksi dan tersangka, melakukan 
penangkapan penggeledahan, penyitaan barang bukti, penyusunan berita acara 
pemeriksaan, serta melakukan gelar perkara yang tujuannya mengkaji bersama 
hasil investigasi tersebut.  
2. Kendala kepolisian dalam penyidikan tindak pidana terorisme khususnya di 
Medan yaitu penyidik selalu kesulitan dalam pencarian bukti-bukti awal, 
pemeriksaan kepada pelaku yang merasa dalam posisi benar, pelaku di duga 
mengalami gangguan kejiwaan, rendahnya pendidikan terhadap pelaku, serta 
sikap pelaku tindak pidana terorisme yang bersikeras tidak melakukan 
perbuatan terorisme. 
3. Upaya kepolisian dalam mencegah terjadinya tindak pidana terorisme 
khususnya di Medan yakni pihak penyidik tetap melakukan penahanan dan 
menyita barang bukti, penyidik meminta bantuan kepada dokter terhadap 
pelaku yang mengalami kejiwaan, penyidik melakukan penafsiran ekstensif 
dengan memperluas arti kata-kata yang terdapat dalam Undang-Undang 
Terorisme terhadap pelaku yang berpendidikan rendah.  
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B. Saran 
1. Hendaknya pihak penyidik harus lebih menekankan tindakan pengkajian secara 
cermat terlebih dahulu, agar tersangka yang disangka melakukan tindakan teror 
tersebut masih terlindungi haknya sebagai warga negara yang bebas sangkaan.  
2. Hendaknya kepada masyarakat luas agar ikut berpatisipasi dalam membantu 
penyidik, dengan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya terhadap 
perkara teror yang terjadi tersebut. 
3. Hendaknya kepolisian diharapkan harus lebih meningkatkan upaya penyidikan 
yang bersifat pencegahan, dimana lebih menekankan kepada penyidikan yang 
dapat mencegah pelaku untuk tidak berbuat tindakan teror tersebut kembali. 
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